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ABSTRACT

Profesionalism of State Civil Aparatur
(Investigate in Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan-Provinsi Kalimantan Utara)

Sarifudin
(sarifudin78@gmail.com)
Post Graduate Program Terbuka University

The purpose of this research is to analyze and to describe about the
profesionalism of State Civil Aparatus (investigate in Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Peternakan kabupaten Nunukan). Just in framework of Government
Duty Implementation, development and civil service. This research use qualitative
method to phenomenon describe appropriate with the thorough object by
systematic based on the data and fact about the State Civil Aparatus in Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan to implement
the duty and function by choosing the informant doing by purposive sampling that
is, the Head of Departement, Secretary of Departement, Division Head of official,
Academician, Inspectorat employee Audit Division, LSM and the society that
service user in Dispertanak. The research instrument is researcher itself and the
data accumulation by interview, documentation and field research. Data analyze
method in this research resort to qualitative descriptive data analyze to desribe the
State Civil Aparatus Profesionalism include 3 (three) aspects that is : Knowledge,
skill and attitude by doing State Civil Aparatus in Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan peternakan Kabupaten Nunukan in government administration duty
implementation and development along with the society service. The State Civil
Aparatus Profesionalism refer to Knowledge, skill and attitude in Dispertanak
Kabupaten Nunukan generally said still low. This thing influenced by Aparatus
qualification that not appropriate with the duty and function, Aparatus disipline
low, the less of education and State Civil Aparatus coaching, not supervision
Aparatus disipline enough, inadequate of tool and infrastructure as well as not
quite of Aparatus motivation. Because of that, need to aparatus upgrading
profesionalism eforts to pay attention of cause factors in order to reach the
organization purpose by means of aparatus qualification adjustment with the duty
and function, to give formal and informal education and coaching, to increase
supervision of aparatus disipline, and equipping structure and infrastructure
enough along with developing aparatus motivation until growing the creativity,
innovation and responsivity aparatus in doing their duty and function. With the
result that achievement of Aparatus profesionalism.

Keywords : Profesionalism, knowledge, skill, attitude, creativity, innovation,
responsiveness
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Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
(Kajian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan-Provinsi Kalimantan Utara)

Sarifudin
(sarifudin78@gmail.com)
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (Kajian pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan) dalam rangka pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian i1 adalah pendekatan kualitatif untuk
menggambarkan fenomena sesuai dengan obyek yang diteliti secara sistematis
berdasarkan data dan fakta dilapangan tentang profesionalisme aparatur sipil
negara dalam melaksankan tugas dan fungsinya dengan pemilihan para informan
dilakukan melalui purposive sampling yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas,
Kepala Bidang, Kasubbag Umum Kepegawaian, Akademisi, Inspektorat bagian
auditor kepegawaian, LSM dan masyarakat pengguna layanan di Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak). Instrumen penelitian adalah
peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan
observasi lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan
analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang profesionalisme
aparatur sipil negara yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu Pengetahuan, terampilan
dan sikap dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Profesionalisme aparatur sipil negara di Dispertanak Kabupaten
Nunukan dilihat dari pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya secara umum
dapat dikatakan masih rendah karena sebagian aparatur yang ada tingkat
pendidikan dan kedisiplinan ilmunya belum sesuai dengan tupoksi, hal tersebut
juga dipengaruhi rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur, kurangnya pendidikan
dan pelatihan aparatur, kurangnya pengawasan terhadap disiplin aparatur, belum
memadainya ketersediaan sarana dan parasarana, dan kurangnya motivasi kerja
aparatur. Oleh karenanya perlu upaya peningkatan profesionalisme aparatur
dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab tersebut agar tujuan organisast
dapat tercapai melalui penyesuaian kualifikasi aparatur dengan tugas dan
fungsinya, pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal,
peningkatan pengawasan terhadap disiphn aparatur, dan penyediaan sarana dan
prasarana kerja yang memadai serta pengembangan motivasi aparatur sehingga
dapat menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga profesionalisme aparatur dapat
diwujudkan.

Kata kunci : Profesionalisme, Pengetahuan, keterampilan, kreatifitas, inovasi,
responsfiitas
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BAB 1V
Hasil dan Pembahasan
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu dari 4 Kabupaten 1 Kota
yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan merupakan
wilayah paling utara di Kalimantan Utara yang merupakan hasil pemekaran
wilayah Kabupaten Bulungan yang mana Kabupaten Bulungan merupakan
wilayah asal dari Kabupaten Nunukan, Malinau, Kota Tarakan dan
Kabupaten Tanah Tidung, sesuai dengan Undang-undang nomor 47 tahun
1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2000 dan
berbatasan langsung dengan dua negara bagian Malaysia, Sabah di timur dan
Serawak di barat. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 km?,
dan terletak pada posisi 3°15°00” - 4°24° 55” Lintang Utara - 115°22°30” -
118°44’ 55” Bujur Timur dengan panjang garis perbatasan langsung dengan
Negara tetangga sepanjang 520.724.,43 km.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang terletak pada garis
perbatasan antara Republik Indonesia dengan Malaysia (Sabah dan
Serawak). Dengan posisi yang strategis tersebut menjadikan wilayah
Kabupaten Nunukan sebagai cermin dan halaman depan dar berbagai
aktivitas perekonomian lintas batas atau antar negara dengan Batas-batas
wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
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Nunukan Selatan, Set Menggaris, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur,
Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai,
Tulin Onso1, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan.

Secara umum, wilayah ini terdiri dari wilayah pulau-pulau dan
wilayah daratan Kalimantan. Pada wilayah pulau terdapat kecamatan
Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik
Tengah dan Sebatik Utara yang tersebar pada dua pulau, yaitu Pulau
Nunukan dan Pulau Sebatik. Sedangkan di wilayah daratan Kalimantan
terdiri daerah dataran rendah di sebelah Timur, meliputi Kecamatan Sebuku,
Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong,
serta di daerah dataran tinggi di sebelah barat, mencakup Kecamatan Krayan
dan Krayan Selatan. Dua kecamatan di dataran tinggi ini sampai sekarang
masth dalam keadaan terisolasi dan wilayah lain di Kalimantan dan
transportasi ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara.

Pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan terletak di Kecamatan
Nunukan Selatan, yang berada di Pulau Nunukan. Sebagai ibukota
kabupaten, infrastruktur di Pulau Nunukan merupakan yang paling maju
di banding wilayah lainnya. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten
Nunukan terus menambah dan memperbaiki infrastruktur yang ada di luar
wilayah ibukota. Saat in1 jalan yang sebagian besar beraspal telah
menghubungkan Kabupaten Malinau dengan Kecamatan Lumbis dan
Sebuku. Sebagian lainnya telah terbuka isolasinya, meskipun sebagian besar

jalan masih agregat dan jalan tanah.
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Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2013 tercatat
173.076 jiwa. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah multikultur dan
etnis. Saat imi tercatat sub-etnis Dayak Agabag, Tidung (Dayak Pesisir),
Bulungan, Kutai dan Banjar sebagai penduduk lokal serta Bugis, Jawa,

Timor dan Cina sebagai penduduk pendatang yang dominan.

. Tinjauan Organisasi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten
Nunukan adalah dinas yang bertanggungjawab terhadap kebijakan
pembangunan pertanian di kabupaten nunukan yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten
nunukan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang
memiliki Visi “ Terwujudnya Pertanian yang Tangguh Mandin dan Berdaya

Saing”.

Dalam Visi Pembangunan Pertanian Kabupaten Nunukan tersebut,
terdapat beberapa kata kunci yang diberikan penjelasan sebagat bertkut :

a. Pertaman yang tangguh yang artinya pertanian yang secara dinamis dan
ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya, tenaga, modal
dan teknologi yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Mandiri yang artinya terjadinya kondisi kemandirian pangan
di Kabupaten Nunukan pada bidang pertanian tanaman pangan berupa
mandiri beras dan ubi kayu, di bidang hortikultura berupa mandin dan

mendukung penyediaan buah-buahan pisang, durian dan jeruk
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di Kalimantan Utara dan di bidang peternakan mandiri dalam penyediaan
daging dan telur.

c. Berdaya Saing yang artinya produksi pertanian dan peternakan yang
dihasilkan dengan tingkat efesiensi dan efektivitas dan mutu yang baik
mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dan peternakan dari

luar daerah maupun luar neger dengan ketersediaan yang cukup.

D1 mana untuk mewujudkan Visi dengan mendorong efektivitas
dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan Misi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
sebagai berikut :

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan

b. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan peternakan

¢. Meningkatkan sistem informasi pertamian dan peternakan

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pertanian dan

peternakan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan (Dispertanak) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan nomor 03 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 03 seri D
nomor 3) dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
nomor 23 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata
kerja Dinas-dinas Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Nunukan tahun 2008 nomor 23 seri D nomor 09).
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Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten
Nunukan yang melaksanakan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan
peternakan kabupaten nunukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan
melalw Sekretanis Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor
23 tahun 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan
peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan fungsi
yaitu :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertamian tanaman pangan dan
peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah;

2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di
bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;

3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca

panen.
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4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;

5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang
produksi dan sumber daya ternak;

6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis bidang informasi teknologi dan bina usaha;

7) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan sekretariatan dinas;

8) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;

9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

10 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

bidang tugas dan fungsi.

Dalam penelitian ini, uraian tugas pokok dan fungsi pada Dinas
Pertaman Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
memberikan gambaran tentang uraian tugas pokok dan fungsi tentang
pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada
masyarakat yang menyangkut tentang pertanian dan peternakan yang ada
di Wilayah Kabupaten Nunukan serta melaksanakan tugas lainnya yang

tidak termasuk dalam pelaksanaan tugas perangkat.

. Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tefah
disebutkan diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kabupaten Nunukan di tunjang dengan struktur organisasi berdasarkan
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Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 23 tahun 2008 seperti tersebut
dibawah ini :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat Dinas yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Penyusunan program dan pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang PLA, Sarana, Prasarana dan Pasca Panen yang terdiri dan :
1) Seksi PLA dan Sarana Parasarana
2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen
d. Bidang Produksi Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri
dan :
1) Seksi Produksi Padi dan Palawija
2) Seksi Produksi Hortikultura dan Biofarmaka
3) Seksi Perlindungan Tanaman
e. Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak terdiri dari :
1) Seksi pembibitan dan Sumber Daya Ternak
2) Seksi Pakan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
f. Bidang Informasi, Teknologi dan Bina Usaha yang terdiri dari :
1) Seksi Informasi, Pendataan dan Pengkajian Pengembangan Teknologi

2) Seksi Kelembagaan, Permodalan dan Bina Usaha
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Rincian pembagian jumlah PNS per bidang Dispertanak Kabupaten Nunukan

No Nama NIP Gol Jabatan
1 | Ir. Jabbar, M.Si 19651(1)0010199711 Ili;r:;ilnlz; }itana Kepala Dinas
2. | H. Asmar, SE 19761,;_30101§001 12 i)SEbma Tingkat 1, Sekretaris
No | Bidang Sekretariat : Nama NIP
1 E;‘ézg‘:vgéiim“m dan | o biyo, SP 19700510 200502 1 004
2 I&iiself;ﬁi :}g;:’; Alim Bakhri, S.Pt 19760622 200502 1 003
3 | Kasubbag. Keuangan | Arief Budim, S.Pt, M.Si | 9740516200502 1002
4 | Staf Pelaksana Suliati Taddu, A.Md 19810715 200604 2 029
5 | Staf Pelaksana Fitriyani 19831014 200901 2 001
6 | Staf Pelaksana Tri Lestari 19830520 201001 2 005
" 7 | Staf Pelaksana Mokhamad Ulyani 19830914 200604 1 006
8 | Staf Pelaksana Rusdiana 19770702 200901 2 001
9 | Staf Pelaksana Darwin Ama Sabon T 19901108 201503 1 006
10 | Staf Pelaksana Kenyi Tiku L, ST 19770407 201410 2 003
11 | Staf Pelaksana Sitti Salmawati, SE 19790204 2014102 004 |
Bidang PLA, Sarana
No | Prasarana dan Pasca Nama NIP
Panen :
1 | Kepala Bidang M. Maryono.S,SP, M.Si 19760318 200112 1 005
2 | Kepala Seksi Muhammad Ari, H, Sp | 19740428 200502 1002
3 | Kepala Seksi Widodo, SPKP,M.Si | 1978031520012 1002
4 | Staf Pelaksana N Christian Tandi, S.PKP | 19721225200502 1002
5 | Staf Pelaksana Sarini Dwi R, S.PKP 19710302 200112 2 002
6 | Staf Pelaksana Lukman, S.PKP 19711101 2001121002 4
7 | Staf Pelaksana Rico Setiawan 19721219 201410 1 001
8 | Staf Pelaksana Yusdiansyah 19760307 201410 1 001 |
Bidang Produksi
No Tanaman Pangan Nama NIP

dan Hortikultura :
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1 | Kepala Bidang Subandi, A.Md 19620918 198603 1 017
2 | Kepala Seksi Sidik Agus S, S.Pt 19730825 200112 1 002
3 | Kepala Seksi Eko Budi. S, S.Pt, M.Si | 19691123 200312 1007
4 | Kepala Seksi Herawati, SP 19710121 201101 2 001
5 | Pengawas Benih Marthen T 19590720 198703 1 010
6 | Pengawas Benih A. Ripai, S.PKP 19781211 200312 1 008
7 | Staf Pelaksana Kuncoro Yekti, SP 19801124 201101 1 002
8 | Staf Pelaksana Jumain, S.PKP 19821126 200212 1 001
9 | Staf Pelaksana Nur Haryani. R, SP 19811016 201403 2 002
10 | Staf Pelaksana Joni Ishak 19810525 201212 1 003
Bidang Produksi &
No Sumber Daya Nama NIP
Ternak :

1 | Kepala Bidang Ir. Desi Toding D, M.Si | 19651230200112 2001
2 | Kepala Seksi Fauziah, STP 19701212 200604 2 009
3 | Kepala Seksi drh. Rendi TriD L 19810916 201001 1 005
4 | Kepala Seksi drh. Heryanti 19821107 201001 2 005
5 | Staf Pelaksana Hery Supriyanto, S.pt_| 19781231 201403 1002
6 | Staf Pelaksana Zainal Aqli 19750412 200112 1 008
7 | Staf Pelaksana Sulaiman 19810327 200901 1 001
8 | Staf Pelaksana Asmadi 19821119 201212 1 002
9 | Staf Pelaksana Barur Libut 19580314 198803 1 001
10 | Staf Pelaksana Franciscus 10730109 201410 1 001

No | Bidang Infotekbin : Nama NIP
FI Kepala Bidang Junaidi, SP 19640925 199803 1 002
2 | Kepala Seksi Bambang Subagio, Sp_| 19661108 200502 1001
3 | Kepala Seksi Anna Harlina, SP 19770321 200212 2 005
4 | Staf Staf Pelaksana Sitti Sabaniah, S.PKP 19790627 200502 2 004
S Staf Staf Pelaksana Ariani 19810217 200701 2 010

Sumber Tabel : Dispertanak Kabupaten Nunukan
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Kasubbag. Penyusunan
Program dan Pelaporan

Kepegawaian

Kasubbag. Umum dan

Kasubbag. Keuangan

Alim Bakhn, S.Pt
NIP. 19760622 200502 1 003

Sambiyo, SE

NIP. 19700510 200502 1 004

Anef Budiman, S.Pt, M.§Si
NIP. 19740516 200502 1 002

F

Kabid. PLA, Sarana
Prasarana & Pasca Panen

|

Y
Kabid. Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Muhammad Maryone.
Sylviadi, SP, M.Si
NIP. 19760318 200112 1 005

Subandi, A Md
NIP. 19640925 199803 1 017

Kasi PLA dan Sarana
Prasarana

Kasi Produksi Padi dan
Palawija

Muhammad An Hartadi, SP
NIP. 19740428 200502 1 002

Herawati, SP
NIP. 19710121 201101 2 001

Kasi Pengolahan Hasil dan
Pasca Panen

Kasi Produksi Hotikualtura
dan Biofarmaka

Widodo, S.PKP, M.S1
NIP. 19780315 200112 1 002

Eko Budi Santoso, S Pt, M.S1
NIP. 19691123 200312 1 007

Kasi Perlindungan
Tanaman

Eko Budi Santoso, S.Pt, M.S1
NIP. 19730825 200112 1 002

Kabid. Produksi dan
Sumber Daya Ternak

l

v
Kabid Informasi Teknologi
dan Bina Usaha

Ir. Dest Toding Datu, M. S$i
NIP. 19651230 200112 2 002

Kasi Pembibitan dan Budi
Daya Ternak

Fauziah, STP
NIP. 19701212 200604 2 009

Kasi Kesehatan Hewan dan
Masyarakat Veteriner

drh.Rendy T Dharmawan [.
NIP. 19810916.201001 1 005

Kasi Pakan dan Penerapan
Teknologi Tepat Guna

Junaidi, SP
NIP. 19640925 199803 1 002

Kast Informasi Pendataan &
Pengkajian Peng. Teknologi

Anna Harlina, SP
NIP. 19770321 200212 2 005

Kasi Kelembagaan,
Permodalan & Bina Usaha

Bambang Subagio, SP
NIP. 19661108 200502 1 001

Drh. Hervant
NIP. 19821107 201001 2 005

UPTD

Sumber gambar : Dispertanak Kabupaten Nunukan
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Dalam penelitian ini, struktur organisasi pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk memberikan
gambaran tentang pendelegasian wewenang dari pimpinan puncak kepada
manajemen lini tengah mengenai uraian tugas masing-masing pejabat
struktural untuk mensikapi setiap pekerjaan masing-masing bagian secara
mandirt tanpa harus melalui proses pengambilan keputusan yang terlalu
panjang dan menunggu instruksi atasan. Adanya pendelegasian wewenang
dan pembagian tugas yang jelas dan tegas diharapkan mampu membuat

aparat menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

. Kepegawaian

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan adalah unit organisasi di Kabupaten Nunukan yang merupakan
pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas
dan fungsi organisasi, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan memiliki sebanyak 46 aparat yang terdin
dari aparat yang berpendidikan SMP berjumlah 1 (satu) orang, aparat yang
berpendidikan SMA berjumlah 14 (empat belas) orang, yang berpendidikan
D3 berjumlah 2 (dua) orang, kemudian yang berpendidikan S1 berjumlah
23 (dua puluh tiga) orang dan yang berpendidikan S2 berjumlah 6 (enam)

orang,
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Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang menduduki
Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan juga bervariasi yaitu berpendidikan pada Strata II,
Strata 1 dan Diploma IIL

Dari data personil aparatur pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja apabila dibandingkan dengan jumlah sumber daya
manusia (SDM) pegawai yang ada dapat dikatakan bahwa pegawai yang ada
tersebut telah mencukupi kebutuhan. Hal ini dengan telah terisinya jabatan
struktural yang ada, walaupun pada kenyataannya pejabat yang menduduki
jabatan pada jabatan tersebut masih belum sesuai dengan tingkat pendidikan
dan disiplin i1lmu yang seharusnya.

Berdasarkan data-data pegawai yang telah disebutkan diatas dapat
disimpulkan bahwa perlu adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
personil yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatan yang ada
untuk meningkatkan kemampuan nya dalam melaksanakan tugas dan perlu
juga adanya penambahan tenaga pegawai untuk mengisi jabatan pelaksana

yang ada di dinas dan petugas lapangan di wilayah kecamatan.

5. Fasilitas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung
efektifitas organisasi dan profesionalisme aparatur sipil didukung dengan
fasilitas-fasilitas yang dengan rincian sebagai berikut :

a. Kendaraan roda 4 (mobil dinas) sebanyak 4 (empat) buah
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b. Kendaraan roda 2 (motor dinas) sebanyak 10 (sepuluh) buah
c. Global Positioning System (GPS) sebanyak 1 (satu) buah

d. Perangkat komputer sebanyak 20 (dua puluh) buah

e. Mesin ketik 18 (delapan belas) buah

f. Mesin Absensi 1 (satu) buah

g. Telpon 1 (satu) buah

h. Faxsimile 1 (satu) buah

1. Scanner 1 (satu) buah

J. Jam dinding 1 (satu) buah

Berdasarkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dirasa cukup untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal.

Dalam penelitian 1ni, fasilitas-fasilitas yang ada pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk
memberikan gambaran tentang seberapa besar fasilitas yang ada untuk
menunjang profesionalisme aparatur sipil negara dalam melaksankan tugas
dan fungsinya secara profesional. Dengan adanya fasilitas yang ada dan
memadai diharapkan mampu membuat aparat menjadi lebih profesional dan

bertanggung jawab kepada masyarakat.
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B. Hasil Penelitian
1. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang
aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu
merespon dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk
perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan
Inovasi-inovasi baru guna tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan
pelayanan publik yang profesional.

Profesionalisme aparatur sipil negara sangat erat hubungannya
dengan kompetensi, dimana untuk menilai profesionalime aparatur dalam
hal komptensi dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap, dimana
sikap yang dimaksud dalam konteks kreatifitas, inovasi dan responsifitas
seperti tersebut dibawah ini :

a. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari Aspek Pengetahuan
Penyelenggaraan dalam pelaksanaan peningkatan pendidikan
pada instasi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan merupakan
bagian yang penting dan tak terpisahkan serta mempunyai nilal yang
strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, maka dan itu
perlu adanya pengetahuan yang lebih yang dimiliki oleh aparatur yang

bekerja dalam suatu organisast.
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Pengetahuan dalam hal ini telah menjadi sesuatu yang sangat
menentukan untuk kemajuan suatu organisasi, oleh karena itu perolehan
dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam hal peningkatan
kinerja organisasi, dimana langkah im dipandang sebagai sesuatu yang
sangat strategis dalam menghadapi persaingan yang menggelobal. Perlu
juga disadari bahwa pengetahuan memang merupakan milik individu
namun dapat dimanfaatkan oleh organisasi dengan tetap
memperhitungkan pengembangan pada individu yang bersangkutan,
dalam hal ini belajar dan pembelajaran merupakan hal yang perlu
menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan aparatur
dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Tingkat pendidikan aparatur sipil negara harus sesuai dengan
dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya,
dimana apabila hal tersebut tidak sesuai dengan tingkat pendidikan
dikwatirkan akan sulit untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan
pekerjaan dan kegiatan yang akan mempengaruhi kinerja, di Dispertanak
masih ada aparatur yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya,
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada
Kepala Dispertanak Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si pada tanggal
22 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Tingkat pendidikan aparatur yang ada pada Dispertanak masih

ada yang belum sesuai dengan jabatan yang diberikan, kalau

menyangkut masalah bisa atau tidaknya aparatur tersebut
dalam melaksanakan tugasnya, dapat saya katakan bisa, karena

mereka masih diberikan pendidikan dan pelatthan untuk
menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
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Demikian juga yang disampaikan oleh informan dari nara
sumber yang berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru Wihartopo,
S.PKP, M.Si yang diwawancarai pada tanggal 27 april 2016 yang
mengatakan :

Keseuaian tingkat pendidikan harus diperhatikan oleh setiap

organisasi terutama organisasi pembina kepegawaian yang ada

di Kabupaten, dimana dengan tidak sesuainya tingkat

pendidikan aparatur dalam organisasi akan berpengaruh

terhadap kinerja pada organisasi tersebut terutama menyangkut
masalah analisisnya, perlu adanya pendidikan dan pelatihan
untuk menunjang pengetahuannya

Dalam organisasi publik kesesuaian disiplin ilmu erat
kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, yang mana dengan tidak
sesuainya disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparatur akan berdampak pada
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana suatu program hanya
dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.
Dimana di Dispertanak masalah kedisiplinan ilmu yang ada pada apartur
masith ada yang belum sesuai sebagaimana hasil pengamatan dan
wawancara yang dilakukan pada Kepala Bidang Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Nunukan Subandi, A,Md pada
tanggal 15 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Disiplin 1lmu pada Dispertanak belum sesuai memang masth

ada, dimana hel tersebut adalah keweangan BKDD Kabupaten

yang menempatkan pejabat-pejabat struktural yang ada pada

SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan yang tentunya

mereka yang ditempatkan tersebut dianggap mampu untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun tidak sesuai

dengan disiplin 1lmu dan menurut saya seharusnya hal tersebut
perlu untuk disesuaikan.
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Demikian pula halnya yang disampaikan oleh informan dan
nara sumber yang berasal dari LSM Panjiku yang bertugas sebagai ketua
umum, Mansur yang beralamat di jalan H. Sumang Nunukan yang
di wawancarai pada tanggal 28 april 2016 yang mengatakan :

Menurut pemahaman saya, disiplin ilmu aparatur seharusnya
sesual, apabila hal tersebut tidak sesuai akan mempengaruhi
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan
apabila hal tersebut sudah terjadi seperti yang sekarang ini,
maka aparatur perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang
sesual dengan bidang tugasnya untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsinya.

Seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-han kita
tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan dan juga membutuhkan
sarana dan prasarana, dimana segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dalam suatu
organisasi publik, jadi sarana dan prasarana sangat penting untuk
dipahami karena merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam
suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan
pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Kalau di Dispertanak menyangkut masalah pemahaman
Aparatur Sipil Negara tentang sarana dan prasarana sudah cukup baik,
tetapi terkadang masih ada kendala dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh belum memadainya

sarana dan parasarana yang ada sebagaimana hasil pengamatan dan

wawancara yang dilakukan pada Kepala Bidang Produksi dan Sumber
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Daya Ternak Dispertanak Kabupaten Nunukan Ir. Desy Toding Datu
pada tanggal 14 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Sarana dan prasarana yang ada pada Dispertanak masih belum

memadai dan masih perlu penambahan dan memaksimalkan

yang sudah ada dan kalau dilihat dari pemahaman ASN

Dispertanak dapat dikatakan sebagian besar aparatur telah

memahami tentang pemanfaatan dan cara pengoperasian sarana

dan prasarana yang ada.

Demikian pula yang hasil pengamatan dan hasil wawancara
yang sampaikan oleh informan dan nara sumber yang berasal dari
Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.Si yang
di wawancarai pada tanggal 27 april 2016 yang mengatakan :

Pemahaman aparatur sipil negara terhadap sarana dan
parasarana dapat dikatakan sudah paham, karena kegiatan yang
ada di Dispertanak dapat dilaksanakan oleh aparatur yang ada
dan dalam organisasi tersebut ada pembagian tugas yang jelas
tentang penanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tupoksi yang telah diberikan kepada masing-masing
aparatur.

Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas
sebagai perwujudan dari kegiatan - kegiatan yang harus dilakukan oleh
setiap aparatur dalam suatu organisasi sebagai upaya dalam pencapaian
tujuan. Setiap aparatur memiliki tugasnya masing - masing dalam
organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi
dapat tercapai. Dimana Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) im juga
berperan sebagai koridor tiap tiap aparatur untuk memainkan perannya
sesual tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidang nya masing

masing-masing, dengan demikian uraian tugas pokok dan fungsi menjadi

suatu fungsi controlling yang akan lebih mudah karena menjadikan
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tupoksi tersebut sebagai barometer penilaian kinerja yang bersangkutan
tetapi juga akan menjadikan suasana kerja yang lebih kondusif bagi
semua.

Dispertanak Kabupaten Nunukan menyangkut masalah tupoksi
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
nomor 23 tahun 2008 dengan melaksanakan tugas dan fungsinya
di bidang pertanian tanaman pangan dan petenakan, aparatur pada
Dispertanak pada dasarnya memahami tugas dan fungsinya tetapi
terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan yang dikarenakan dengan
ketersediaan anggaran yang tidak memadai sebagaimana hasil
pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada Kepala Bidang PLA,
Sarana dan Prasarana Kabupaten Nunukan Muhammad Maryono S, SP,
M.Si, pada tanggal 16 april 2016 dengan hasil wawancara “Tupoksi
yang ada memang banyak tetapi tidak semua dapat dilaksanakan hal
tersebut dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang ada, jadi
pekerjaan atau kegiatan yang ada menyesuaikan anggaran yang tersedia
dan mengutamakan skala prioritas”.

Begitu pula halnya hasil pengamatan dan hasil wawancara yang
yang telah dilakukan pada informan dari nara sumber yang berasal dari
Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.Si yang
di wawancarai pada tanggal 27 april 2016 yang mengatakan :

Yang pasti kan sudah ada pembagian tugas pokok dan fungs:

bagi masing- masing aparatur yang ada, jadi menurut saya

aparatur yang ada sudah paham tentang tugas pokok dan
fungsinya dan seharusnya memang harus paham demi
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kemajuan organisasi dan lebih memperhatikan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat

Organisasi pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi
publik yang bekerja dengan tugas dan fungsi menjalankan suatu sistem
pemerintahan dan Pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk
mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem
pemerintahan. Maka dari itu didalam organisasi pemerintahan terdapat
pembagian tugas dan fungsi serta tanggungjawab untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara proporsional, baik, dan efektif untuk
mencapal tujuan negara.

Mengenai pemahaman aparatur Dispertanak Kabupaten
Nunukan tentang sistem pembagian tugas ASN sudah jelas sebagaimana
uraian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana hasil
pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada Kepala Bidang PLA,
Sarana dan Prasarana Kabupaten Nunukan Muhammad Maryono S, SP,
M.Si, pada tanggal 16 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai
berikut “Pembagian tugas kan sudah jelas sesuai dengan uraian tugas
dan fungsi masing-masing pejabat yang ada, tinggal bagaimana mereka
melaksanakan tugasnya masing-masing, saya hanya mengarahkan dan
memantau tentang pelaksanaan kegiatannya™.

Begitu pun hasil pengamatan yang telah dilakukan dan hasil
wawancara yang sampaikan oleh informan dan nara sumber yang
berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.Si

yang di wawancarai pada tanggal 27 april 2016 yang mengatakan :
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“Kalau dilihat, sistem pembagian tugas sudah jelas sesuai dengan
struktur tetapi yang menyangkut masalah pembagian tugas staf
pelaksana kalau saya lihat belum terlalu jelas karena hanya menunggu
arahan dari pimpinan atau atasannya”.

. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari Aspek Keterampilan

Kemampuan aparatur sipil negara merupakan keterampilan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mensukseskan
program-program kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah,
maka dari itu perlu adanya aparatur yang mempunyai keterampilan
dalam melaksanakannya karena merupakan salah satu faktor penentu
efektif tidak nya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Secara umum kemampuan aparatur sipil negara dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat dibutuhkan untuk
kemajuan suatu organisasi, dimana pada Dispertanak kemampuan
aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah baik
sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada
Kepala Bidang Informasi Teknologi dan Bina Usaha Kabupaten
Nunukan Junaidi, SP, pada tanggal 17 april 2016 dengan hasil
wawancara sebagai berikut : “Kalau kita bercerita tentang kemampuan
aparatur di Dispertanak dalam melaksanakan tugas, menurut saya
mereka semua mampu melaksanakannya tetapi yang selalu menjadi
hambatan adalah ketersediaan anggaran yang tidak memadai”.

Begitu pula hal nya hasil pengamatan yang telah dilakukan dan

hasil wawancara yang sampaikan oleh informan dari nara sumber yang
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berasal dari LSM Panjiku yang bertugas sebagai ketua umum, Mansur
yang beralamat di jalan H. Sumang Nunukan yang di wawancarai pada
tanggal 28 april 2016 yang mengatakan “Kemampuan aparatur sipil
negara dalan melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum dapat
dikatakan baik, karena kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik,
tetapi perlu ditingkatkan lagi, jangan cepat puas dengan apa yang telah
dicapai selama ini.

Secara umum keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari
sumber daya aparatur yang profesional yang dilihat dari kemapuan
aparatur dalam menyusun program dan kegiatannya, dimana dalam
melaksanakan penyusunan program dan kegiatan merupakan salah satu
prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian
tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil.

Di Dispertanak Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada
organisasi tersebut dalam hal menyusun program dan kegiatan sudah
cukup baik, namun masth perlu ditingkatkan kemampuannya
sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Nunukan
Subandi, A.Md, pada tanggal 15 april 2016 dengan hasil wawancara
sebagal berikut :

Kalau menyangkut masalah mampu atau tidaknya aparatur dalam
menyusun suatu program dan kegiatan, seharusnya semua aparatur
harus mampu melaksanakannya tetapi saya lihat penyusunan
program dan kegiatan itu yang menguasai hanya tingkat pejabat,
sementara pada tingkat staf hanya mengikuti arahan dari pejabat
yang diatasnya
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Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus
dilakukan dan wajib untuk dikerjakan oleh aparatur sipil negara yang bekerja
dalam suatu organisasi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya, maka dari itu perlu adanya kesesuaian antara keterampilan yang
dmiliki dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya. Di Dispertanak
apabila dilihat dari tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu aparatur yang ada
masih ada yang belum sesuai sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara
yang dilakukan pada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Nunukan Subandi, A.Md, pada tanggal 15 april 2016 dengan
hasil wawancara sebagai berikut :

Kalau sesuai keterampilan yang dimiliki dengan tupoksi sebenarnya
belum sesuai, dimana penempatan pejabat yang ada belum sesuai
dengan disiplin ilmunya, tetapi hal tersebut tidak menjadikan
masalah bagi aparatur untuk berkreasi karena dalam melaksanakan
tugas masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan tupoksi dan yang menjadi kendala adalah
terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan.

Begitu pula halnya dengan hasil pengamatan yang dilakukan dan apa
yang disampaikan oleh Informan dari nara sumber yang berasal dar
Inspektorat yang bertugas sebagar auditor kepegawaian pratama yang
di wawancarai pada tanggal 26 april 2016 yang mengatakan “Mengenai
kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan tupoksi tentu saja kalau
dilihat dari pendidikan dan kedisiplinan ilmu yang ada belum sesuai, perlu
adanya penyesuaian dan perlu adanya pemberian pendidikan dan palatihan
yang sesuai dengan tupoksi’.

Kalau menyangkut masalah kemampuan Aparatur Sipil negara dalam
pemanfaatan sarana dan parasarana pada dasarnya sudah dianggap baik
sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada

informan dari Dispertanak vaitu Kepala Dinas Pertaman Tanaman
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Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si yang
di wawancarai pada tanggal 22 april 2016 dengan hasil wawancara
“masith belum memadainya sarana dan parasarana yang ada yang
diakibatkan oleh ketersediaan anggaran yang dianggap masih minim,
jadi hanya kegiatan'yang skala prioritas yang diutamakan dan pengadaan
masth dikesampingkan”.

Demikian juga yang disampaikan oleh Informan dari nara sumber
yang berasal dan Akademisi yang bertigas pada Badan Ketahanan
Pangan dab Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan yang di wawancarai
pada tanggal 27 april 2016 yang mengatakan “Kalau dilihat dari
kemampuan Aparatur sipil negara dalam pemanfaatan sarana dan
parasarana yang ada, menurut pandangan saya oke-oke aja hal tersebut
dapat dilihat dari kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik”.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan adanya anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang
dianggarkan, dimana menurut informasi bahwa anggaran pendidikan dan
pelatihan telah direalisasikan untuk peningkatan sumber daya aparatur
pada Dispertanak, dimana pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan
pada aparatur dianggap telah tepat sasaran dalam pelaksanaannya dan
menyangkut masalah apakah aparatur dapat menerapkan hasil
pendidikan dan pelatihan tersebut dianggap bisa, sebagaimana
wawancara yang dilakukan pada informan dari Dispertanak yaitu

Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
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Nunukan Asamar, SE yang di wawancarai pada tanggal 19 april 2016
dengan hasil wawancara sebagai berikut :
Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan sangat penting
diberikan kepada aparatur untuk dapat menambah pengetahuan
dan keterampilan bagi aparatur tetapi selama ini hanya
sebagian yang dapat diberikan yang dikarenakan ketersediaan
anggaran yang minim dan aparatur yang telah mengikuti hal
tersebut dapat menerapkanya dalam pelaksanaan pekerjaan atau
kegiatan
Demikian pula halnya apa yang disampikan oleh Informan dari
nara sumber yang berasal dari Inspektorat bertugas sebagai auditor
kepegawaian paratama yang yang di wawancarai pada tanggal 26 april
2016 yang mengatakan
Bahwa Mengenai keterampilan yang dimiliki yang diperoleh
dari pendidikan dan pelatihan, kalau dilithat dari pelaksanaan
kegiatannya saya menilai cukup baik, namun perlu melihat
kebutuhan masyarakat jangan hanya mengulang kegiatan yang
telah dilakukan.
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari Aspek Sikap
(Kreatifitas, inovasi dan responsifitas) :
1). Sikap aparatur sipil negara dari konteks kreatifitas
Di era modern ini, peningkatan pelayanan dan tuntutan
masyarakat merupakan suatu kondisi yang tidak terhindarkan, ini
jelas menuntut adanya profesionalisme di dalam birokrasi. Untuk itu
Aparatur Sipil Negara hendaknya kreatif dalam bekerja dalam rangka

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan

tungsi yang telah diberikan.
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Begitu pula halnya dengan sumber daya manusia
merupakan tittk sentral untuk mencapai keunggulan bersaing,
dimana sumber daya manusia itu harus memiliki komitmen dan
integritas yang tinggi agar dapat dipertanggungjawabkan dalam
segala karya kreativitas, dimana Aparatur birokrasi dituntut untuk
mampu berpikir kreatif guna meningkatkan kualitas pelayanannya
kepada masyarakat. Keberhasilan birokrasi diukur dari tingkat
kepuasan masyarakat selaku customer, terhadap pelayanan yang
diberikan.

Seseorang yang sudah bekerja pada instansi pemerintah
sebagai aparatur sipil negara tentunya mempunyai jiwa dan semangat
kerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka dari
itu perlu adanya aparatur sipil negara yang kreatif mencari dan
mengusulkan cara baru dalam melaksankan pekerjaan atau terobosan
baru untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dimana di Dinas
Petanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan saat
i1 jarang melakukan atau mengusulkan 1de baru dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan hasil pengamatan
dan wawancara yang dilakukan pada Kepala Dispertanak Kabupaten
Nunukan Ir. Jabbar, M.Si pada tanggal 22 april 2016 dengan hasil
wawancara sebagai berikut :

Menurut saya, sebagai salah satu indikator aparatur yang

berkwalitas sudah seharusnya selaju mencari dan

mengusulkan ide baru dalam pelaksanaan tupoksi, namun
dalam  konteks  menjalankan  tupoksi,  khususnya

di Dispertanak ada kaidah dan koridor aturan yang berlaku,
yang wajib menjadi dasar penyusunan ide, agar nantinya
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tidak bertentangan dengan tupoksi Dispertanak itu sendiri,

menyangkut masalah mencari dan mengusulkan ide baru

jarang sekali dilakukan karena sebagian besar telah diatur
berdasarkan tupoksi.

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh informan dari
kelompok tami H. Beddu yang berdomisili di jalan Pesantren
Hidayatullah Nunukan Selatan yang di wawancarai pada tanggal
22 apnl 2016 yang mengatakan “ kalau menurut pandangan saya,
tidak semua aparatur dispertanak dalam bekerja kreatif dalam
melaksankan tugas, tetapi ada juga yang selalu menunggu perintah
dari pimpinan mereka”.

Sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kreatifitas aparatur dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam
suatu organisasi, dengan adanya iklim yang kondusif tentunya akan
memberikan kenyamanan terhadap aparatur dalam berkreasi dan
melaksanakan pekerjaan untuk menunjang kegiatan berdasarkan
tupoksi yang telah dijabarkan, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan iklim yang ada saat ini cukup
baik untuk aparatur yang ada dalam organisasi tersebut untuk dapat
berkreasi seperti hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan
pada Kepala Dispertanak Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar M.S1 pada
tanggal 22 april 2016, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut saya sangat berpengaruh, dimana iklim yang ada

saat ini di Dispertanak cukup mendukung guna

menumbuhkan kembangkan kreatifitas aparatur dalam

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan penjabaran
tupoksi yang ada di masing-masing bidang
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Demikian juga halnya yang disampaikan oleh informan dari
nara sumber yang berasal dani LSM Panjiku yang bertugas sebagai
ketua umum, Mansur yang beralamat di jalan H. Sumang Nunukan
yang di wawancarai pada tanggal 28 april 2016 yang mengatakan :

Menurut saya, iklim kerja yang ada di Dispertanak sampai
saat ini sudah cukup baik tetapi belum memadai, dimana
tidak singkronnya antar bidang dalam melakukan program
dan kegiatan, ditambah lagi sarana tempat kerja atau
ruangan kecil dan hal tersebutlah yang merupakan salah
satu jaminan bagi aparatur untuk dapat berkreatifitas

Begitu pula halnya dengan sarana dan prasarana pada
organisasi alangka baiknya memadai untuk dapat menunjang
kreatifitas aparatur, walaupun hal tersebut bukan faktor utama,
dimana sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan menurut data
dan pengamatan sudah cukup baik, sebagaimana hasil wawancara
yang dilakukan pada Sekretaris Dispertanak H. Asmar, SE yang
di wawancarai pada tanggal 19 April 2016, sebagai berikut :

Kreatifitas tentunya perlu di dukung oleh adanya sarana dan
yang memadai, namun hal tersebut bukan suatu hal yang
bisa menunjang untuk aparatur melakukan kreatifitas,
dimana pada umumnya kreatifitas atau ide kreatif muncul
dengan sarana dan prasarana yang terbatas, mengenai
sarana dan prasarana pada Dispertanak saat in1 cukup untuk
melakukan suatu kreatifitas

Demikian juga yang disampaikan oleh informan dar1 nara
sumber vang berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan

H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.Si yang diwawancarai pada tanggal

27 april 2016 yang mengatakan :
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Sarana prasarana Dispertanak masih belum memenuhi
standar dinas/ SKPD yang lengkap, masih perlu
ditingkatkan terus umpamanya Prasarana dan Sarana
bidang penyediaan benih unggul bermutu belum ada,
Prasarana dan Sarana Laboratorium Pengendalian Hama /
Penyakit belum ada, Prasarana Laboratrorium Pengolahan
hasil ternak, hasil pertanian tanaman pangan dan
hortikultura belum ada, Pusat perbekalan Pertanian dan
pengembangan sarana prasarana peralatan mekanisasi
pertanian belum ada

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi
tentunya banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur sipil
negara khususnya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan, dimana untuk mampu berpikir
kreatif, seseorang harus mampu dan beram untuk mencoba serta
dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan kegiatannya, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan segala permasalahan yang ada
dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik walaupun sebagaian
permasalahan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
menyelesaikannya sebagaimana hasil obsevasi dan hasil wawancara
yang dilakukan pada Sekretaris Dispertanak Asmar, SE yang
di wawancarai pada tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

Menurut saya dalam setiap permasalahan pasti ada jalan

keluar dalam menghadapi permasalahan tersebut, dimana

tergantung jenis permasalahan yang dihadapi, biasanya
permasalahan dapat diselesaikan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan apabila memerlukan telaah

yang lebih mendalam akan memerlukan waktu yang cukup
lama atau lebih dari 1 har
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Demikian pula yang disampaikan oleh informan dari
masyarakat pengguna layanan yang berasal dari kelompok tani
di jalan Sei. Apuk Nunukan Kamaruddin yang di wawancarai pada
tanggal 24 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Kalau masalah sih ada yang biasa terjadi disini seperti

serangan hama penyakit pada padi, penyakit yang terjadi

pada ternak tetapi hal tersebut dapat dikendalikan oleh

Dispertanak yang bekerjasama dengan penyuluh jadi

menyangkut tentang masalah terjadi pada masyarakat

semuanya dapat diatasi dengan baik oleh Dispertanak
dengan bekerjasama dengan penyuluh.

Sementara 1tu dalam berkreatifitas, seorang aparatur
seharusnya berani melakukan suatu kreatifitas dengan rasa percaya
diri yang tinggi dan tidak takut gagal dapat dikatakan bahwa aparatur
tersebut kreatif serta profesional dalam melaksankan tugas dan
fungsinya, di Dispertanak aparatur yang ada saat ini sudah cukup
cukup percaya diri dalam melaksankan tugas dan fungsinya seperti
hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan Ir. Jabbar, M.Si yang dilakukan pada tanggal 22 April 2016
yang menyatakan “Menurut saya, sejauh ini aparatur di Dispertanak
cukup percaya diri dalam melakukan kreasi dengan pedoman "trial

and success" namun kembali lagi dengan aturan tupoksi yang ada

yang terkadang menjadi momok dalam berkreasi”.
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Dari segi kreatifitas yang ada pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dapat
dikatakan belum kreatif dalam melaksankan tugas dan fungsinya,
sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada nara sumber
yang berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru
Wihartopo, S.PKP, M.Si, yang di wawancarai pada tanggal 27 april
2016 dengan hasil wawancara sebagi berikut :

Kalau berbicara kratif ya belum kreatif, karena seharusnya

kreatifnya tetap mengacu pada substansi program dan

tupoksi SKPD Dispertanak Ada kecenderungan sebagian
bidang mengusulkan kegiatan atau melakukan kegiatan
yang selalu berulang ulang (monoton) yang setiap tahun
kegiatannya kalau saya lihat itu-itu aja, yang seharusnya
kan perlu melihat kebutuhan masyarakat yang sangat urgen

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan yang telah
dilakukan dapat dipahami bahwa aparatur sipil negara pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
apabila dilihat dari iklim kerja yang ada sudah cukup baik, sarana
dan prasarana juga cukup mendukung dalam melaksanakan tugas
dan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada serta percaya diri
tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seharusnya mencari
dan mengusulkan ide baru harus selalu dilakukan, guna
meningkatkan dan mendukung dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat.
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2). Profesionalisme aparatur sipil negara dari konteks inovasi

Inovasi merupakan kelanjutan dan sebuah kreatifitas
birokrasi melalui respon yang ada dari perubahan lingkungan.
Inovasi dalam dunia birokrasi publik seringkali menghadapi
hambatan dan benturan dan keberadaan aturan formal. Inovasi juga
merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya. Seorang aparatur sipil negara
yang selalu beriniovasi pada suatu organisasi tentunya aparatur
tersebut dapat dikatakan sebagai seorang aparatur yang inovatif.
seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan,
menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah
ada. inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya
dimiliki oleh seorang aparatur yang selalu melakukan inovasi dalam
bekerja sesual dengan tugas dan fungsinya.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa aparat
cenderung enggan melakukan perubahan dan inovasi, selain
disebabkan oleh gaya manajertal dalam organisasi publik, hal
tersebut juga dapat didasan dan keinginan untuk melakukan sesuatu
yang baru jarang sekali dilakukan sebagaimana hasil pengamatan
dan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan Sambiyo, SP yang dilakukan pada tanggal
18 april 2016 dengan wawancara sebagai berikut :

Tidak terlalu terlihat bahwa aparatur dispertanak selalu
melakukan cara baru, yang sering malah mengulang-ulang
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kegiatan tahun yang lalu, namun pada kenyataannya

terdapat sedikit perubahan dilakukan, barang kali karena

segala jenis pekerjaan motode nya telah diatur

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh informan dari
masyarakat pengguna layanan yang berasal dari kelompok tani
di jalan Sei. Fatimah Nunukan Syafri, yang di wawancarai pada
tanggal 24 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut
“jarang sekali aparatur Disperternak menggunakan cara baru, pernah
ada cara baru yang digunakan tetapi sulit untuk dimengerti dan
dipahami jad: perlu pendampingan dalam melaksanakannya”.

Begitu pula yang menyangkut masalah pelaksanaannya,
informan dari masyarakat pengguna layanan yang berasal dari
kelompok tani di jalan Sei. Apuk Desa Binusan Kecamatan
Nunukan, hasil pengamatan juga menunjukkan cara baru jarang
dilakukan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada
Kamaruddin yang di wawancarai pada tanggal 24 april 2016 dengan
hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut saya kalau ada cara baru, aparatur Dispertanak
untuk melakukan cara baru kayanya oke saja atau berani,
biasanya apabila mereka datang langsung mencontohkan
cara baru seperti cara menanam dan menyemai dan cara
berternak yang baik, setelah mereka mencontoh kan cara
baru tersebut, kalau ada kendala dalam pelaksanaannya
kami melapor pada penyuluh

Secara umum metode kerja baru adalah suatu cara yang
telah teratur dan terpikir baik untuk melakukan sesuatu untuk

mencapai sesuatu yang dimaksud. Sedangkan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja teratur yang digunakan
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untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan
yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan
pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode kerja baru
seharusnya selalu dibuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan
karena metode kerja dapat membantu dan memudahkan pelaksanaan
suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, hasil
pengamatan yang dilakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan dalam hal melakukan metode kerja
baru jarang sekali dilakukan karena metode kerja yang ada pada
Dispertanak yang dipergunakan disaat sekarang int sudah diatur
menggunakan metode kerja yang sudah ada, begitu pula hasil
wawancara yang dilakukan pada Kepala Dispertanak Ir. Jabbar,
M,Si, pada tanggal 22 april 2016 dengan wawancara sebagai
berikut :
Metode kerja baru tidak selalu dapat dilakukan, mengigat
harus disesuaikan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi
yang ada dan masing-masing aparatur yang ada
di Dispertanak dan sebagian besar metode kerja yang ada
sudah diatur dengan menggunakan sistem kerja yang sudah
ada.
Disaat sekarang ini untuk dapat menjadi manusia yang
unggul dimasa yang akan datang, salah satunya adalah mampu
menguasai dan mampu membaca dan berada pada trend

Perkembangan Teknologi Komputer. Siapa yang dapat menyangka

bahwa teknologi komputer berkembang dengan pesat dan juga
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menjadi salah satu bagian yang cukup vital dalam kehidupan sehari-
hari dalam dunia organisasi.

Teknologi komputer yang dikembangkan bukan hanya
sekedar mesin penghitung tapi juga mesin yang dapat memproses
data, jadi seharusnya aparatur yang bekerja dalam suatu organisasi
secharusnya dapat menggunakan komputer untuk dapat
mempermudah dalam melakukan suatu aktivitas dalam suatu
kegiatan, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan saat ini aparatur yang ada sudah dapat
menggunakan komputer dengan baik dan benar, seperti hasil
pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan pada Sekretaris
Dispertanak H. Asmar, SE pada tanggal 19 april 2016, dengan hasil
wawancara sebagai berikut :

Menurut saya, dimana teknologi semakin maju, maka

tuntutan kerja pun semakin bertambah dan dengan adanya

komputer dapat lebih memudahkan dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan, dimana dalam hal ini semua aparatur yang

ada dibidang saat im sudah mampu mengoperasikan
komputer dengan baik dan benar.

Dalam hal melaksanakan tugas cepas puas menandakan
sesorang aparatur tidak ingin mencari yang lebih dari hasil yang
telah dicapai, scharusnya cepat puas itu wajar dalam dunia birokrasi
tetapi jaman semakin canggih, banyak informasi yang diperlu
diketahui dan perlu dipelajari maka terus tingkatkan kemampuan
atau kinerja, jangan cepat puas dengan hasil yang telah dicapai,
walaupun capaian kinerja telah melampau target yang telah

ditentukan, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
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Kabupaten Nunukan, hasil pengamatan sebagian besar aparatur yang
ada sudah merasa puas dengan apa yang telah dicapai, walaupun ada
dani aparatur yang mengiginkan yang lebih dan apa yang telah
dicapai sepertt wawancara yang dilakukan pada H. Asmar, SE yang
di wawancarai pada tanggal 19 April 2016, dengan hasil wawancara
sebagai berikut :

Menurut saya apa yang telah dicapal selama im sebagian

besar aparatur telah merasa puas, karena segala sesuatu

yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang
diinginkan, walaupun kedepannya saya mengiginkan yang
lebih baik dari apa yang ada disaat ini

Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran penting
untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui kepemimpinan organisasi
dapat mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan.
Kepemimpinan yang berrorientasi pada tujuan kedepan yang yang
lebih baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang
kondusif bagi kinerja organisasi dan memotivasi bawahan agar dapat
bekerja lebih baik.

Dalam hal melaksanakan tugas yang tentunya ada seorang
pemimpin yang baik dan yang dapat mengarahkan bawahan agar
dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan pedoman dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan hasil pengamatan yang
dilakukan bahwa Pimpinan selalu memperdayakan bawahan dalam

pengambilan keputusan dengan jalan memberikan peluang kepada

bawahan untuk berkoordinasi dan menyampaikan saran dan
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pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana
wawancara yang dilakukan pada Sekretaris Dispertanak H. Asmar,
SE yang di wawancari pada tanggal 19 april 2016 yang menyatakan
“Menurut saya ada dan itu terjadi apabila ada pertemuan atau rapat
dengan pimpinan, beliau selalu meminta saran atau pendapat dari
semua aparatur yang mengikuti rapat untuk dijadikan bahan masukan
dalam pelaksanaan Kegiatan”.

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh informan dari
nara sumber yang berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan
H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.Si, yang di wawancarai pada tanggal
27 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Pimpinan sangat inovatif dan perpandangan lebih luas, serta

faham terhadap tupoksi Dinas, permasalahannya sampai

pada jenjang bawahan di eselon Il nya atau Kabidnya
apakah mau memahami dan mengikuti visi dan misi
pimpinan Dispertanak atau tidak, saya perhatikan Pimpinan

Dispertanak sangat serius memperhatikan kegiatan pangan,

seperti padi, jagung, kedelai, tetapi pada tingkat bidang

tanaman hortikultura juga perlu diperhatikan, agar terjadi
keseimbangan antara tanaman pangan dan hortikultura.

Dari segi inovatif yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dapat dikatakan belum
inovatif dalam melaksankan tugas dan fungsinya, sebagaimana hasil
wawancara yang dilakukan pada nara sumber yang berasal darn

Akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan H. Heru Wihartopo, S.PKP,
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M.Si1, yang di wawancarai pada tanggal 27 april 2016 dengan hasil
wawancara sebagi berikut :

Tak terlihat bahwa aparatur dispertanak selalu melakukan
inovasi, yang sering malah mengulang-ulang kegiatan
tahun yang lalu, namun tetap ada sedikit perubahan, hanya
sedikit perubahan yang dapat dilakukan barang kali karena
memang prosedur birokrasi yang kadang membuat aparat
malas melakukan inovasi, di Nunukan ini inovasi kalau
mau dilakukan agak sulit karena metode kerja yang ada
semua telah diatur dengan sistem yang telah ada.

Dar1 hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan
dapat dikatakan bahwa pimpinan yang ada pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan aktif untuk
memberikan peluang kepada bawahan dalam mengajukan ide dan
pendapat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta aparatur
yang ada sudah dapat dimaksimalkan untuk mengelola administrasi
dengan baik karena sebagian besar sudah dapat mengoperasikan
komputer, tetapi aparatur yang ada dalam melakukan cara baru dan
metode baru dalam melaksanakan tugas jarang sekali dilakukan dan
sebagian besar aparatur cepat puas dengan apa yang telah dicapai
selama int.

Sikap aparatur sipil negara dari konteks responsifitas

Responsif dalam birokrasi adalah kemampuan aparatur
dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan
baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka dan

itu aparatur sipil negara diharapkan memiliki kemampuan dalam
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merespon dan mengantisipasi segala bentuk aspirasi masyarakat
yang selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan.

Seharusnya aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya seharusnya selalu mencari informasi baru karena
informasi baru sangat penting dilakukan dalam rangka menunjang
pelaksanaan program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi,
di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan dari hasil pengamatan yang dilakukan aparatur sipil negara
di Dispertanak dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan
selalu mencari informasi baru dalam melaksanakan tugas begitupula
hal nya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubbag,
Umum Kepegawaian Sambiyo, SP yang di wawancarai pada tanggal
18 April 2016, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut saya mencari informasi tentang perkembangan

baru itu sangat penting untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan yang ada, dengan adanya informasi tentang
perkembangan baru dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, apabila hal tersebut dianggap lebih
baik dan yang sudah ada, untuk hasil yang febih optimal,

di Dispertanak selalu melakukan hal tersebut.

Hubungan kerja dan koordinasi pemerintahan merupakan
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke
arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan baik
untuk lingkup internal maupun ekstenal organisasi perangkat lain.
Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan koordinasi

bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi
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yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur pelaksanaan
kegiatan dan penyesuaian perencanaa, dan keharusan adanya
komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang
bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan
hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Dengan demikian maka hubungan kerja dan tingkat
pelaksanaan kerja seharusnya dapat lebih di optimalkan untuk
menunjang program kegiatan yang ada. Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, hasil pengamatan yang
dilakukan menunjukkan bahwa hubungan kerja dan tingkat
pelaksanaan koordinasi baik lingkup internal maupun eksternal
sudah cukup baik, seperti juga hasil wawancara yang dilakukan
kepada Kepala Dispertanak, Ir. Jabbar, M.S1 pada tanggal 22 april
2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut saya, hubungan kerja dan tingkat koordinasi

aparatur pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Peternakan sampai saat ini cukup baik, namun harus lebih

disinergikan agar tercapai koordinasi yang baik dengan

internal dan eksternal organisasi

Begitu pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh
informan dart nara sumber yang berasal dart LSM Panjiku tentang
tingkat koordinasi aparatur pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam melaksankan tugas dan
fungsinya cukup baik, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan

pada Mansur pada tanggal 27 april 2016 dengan hasil wawancara

sebagi berikut :
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Menurut saya tingkat kordinasi aparatur yang ada
di Disperternak cukup baik namun perlu ditingkatkan baik
dant lingkup internal dan eksternal yang menyangkut
masalah perencanaan, pengusulan dan pelaksanaannya
karena dengan koordinasi yang kurang baik akan
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang tujuan nya untuk
kesejahteraan masyarakat petani/peternak.

Aparatur sipil negara merupakan orang-orang yang
menjalankan roda pemerintahan. Aparatur memiliki peranan strategis
dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan
zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur
yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kecakapan dan
kemampuan, yang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi
tantangan tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas
yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu
memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuannya
secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas
pimpinan pada setiap organisasi pemerintahan untuk memelihara dan
membina semua aparatur agar dapat lebih berkualitas dalam rangka
pencapaian tujuan.

Tingkat daya tangkap aparatur dalam hal in1 perlu
ditingkatkan dalam rangka menyusun, merencanakan dan
melaksanakan agenda program dan kegiatan terutama menyangkut
masalah tugas dan fungsi aparatur, di Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan hasil pengamatan

bahwa tingkat daya tangkap aparatur dalam menyusun agenda
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pekerjaan dan kemampuannya sudah cukup baik dan hasil
wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dispertnak, Ir. Jabbar,
M.S1 yang diwawancarai pada tanggal 22 april 2016 dengan hasil
wawancara sebagai berikut :

Menurut saya, tingkat daya tangkap aparatur dalam

menyusun agenda pekerjaan dan kemampuan nya sudah

cukup baik, dimana sejauh ini keluhan masyarakat tidak
membutuhkan penanganan khusus, karena tupoksi cukup
terlaksana dengan baik

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan
untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat
penulaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator
teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja,
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan,
dimana Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa
yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk
mewujudkan good governance.

Dimana Standar Operasional Prosedur tidak saja bersifat
internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk
mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan
program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi
publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan
tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP,

karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik

instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai
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acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dapat dievaluasi dan terukur.

Mekanisme tata kerja adalah sesuatu yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk satuan
tersebut. Mekanisme dapat mengacu pada barang, aturan, organisasi,
perilaku dan sebagainya. Mekanisme tata kerja akan sangat
bermanfaat bagi organisasi dalam hal membantu dalam koordinasi
dan integrasi kerja, dan membantu memonitor kerja organisasi,
sehingga dapat diketahui apakah suatu kegiatan dapat berjalan baik
atau buruk. Unsur-unsur penting dalam mekanisme tata kerja
meliputi; prosedur kebijakan, agenda.

Dengan demikian seharusnya standar operasional prosedur
seharusnya ada setiap organisasi dan didalam organisasi seharusnya
setiap kegiatan yang ada harus menggunakan SOP sebagai acuan
dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat
dievaluasi dan terukur, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Nunukan hasil pengamatan yang dilakukan
menunjukkan bahwa sebagian besar telah menggunakan SOP, dan
sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Kepala Dispertanak
Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si, yang di wawancarai pada
tanggal 22 april 2016 yang hasil wawancara yang telah dilakukan
sebagai berikut “Tentunya SOP itu dalam pelaksanaan pelayanan
perlu ada agar tidak menyalahi aturan tetapi ada kalanya perlu

memangkas administrasi guna menyesuaikan dengan keadaan
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dilapangan, di Dispertanak sebagian besar sudah menggunakan
SOP”.

Begitu pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh
informan dari masyarakat pengguna layanan yang berasal dari
kelompok tani di jalan mambunut Kecamatan Nunukan Selatan yang
menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik
sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Herman pada tanggal
23 april 2016 dengan hasil wawancara sebagi berikut :

Kelihatan baik aja, karena mereka selalu berdasarkan

peraturan atau mekanisme yang ada, yang telah ditetapkan

tetapt kalau kita mau berurusan dengan mereka kita harus
bertanya dulu, karena tidak ada sejenis persyaratan sesuai
dengan keinginan yang terpampang

Demikian juga halnya dengan tingkat pelayanan yang
diberikan aparatur pada Dispertanak menurut informan dari nara
sumber yang berasal dari Akademi yang bertugas pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah Kabupaten Nunukan
H. Heru Wihartopo, S.PKP, M.S1, yang diwawancarai pada tanggal
27 april 2016 yang mengatakan :

Kalau tingkat pelayanan aparatur Disperternak kepada

masyarakat saat ini cukup baik tetapi perlu ditingkatkan,

dimana untuk pelaksanaan pelayanan yang baik kepada
masyarakat tentu perlu adanya sarana atau wahana
penyaluran aspirasi yang konkrit seperti kotak saran atau
aduan, call center dan lain-lain yang perlu diadakan untuk
mewujudkan pelayanan yang batk kepada masyarakat,
dengan adanya hal tersebut dapat menampung aspirasi
masyarakat dan melakukan pembenahan tentang hal mana

yang perlu diperbaiki untuk mewujudnya pelayanan prima
yang selama in1 menjadi beban moral aparatur.
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Kalau menyangkut masalah kesempatan yang diberikan
menurut informan dan masyarakat pengguna layanan yang berasal
dari kelompok tani di jalan Pesantren Hidayatullah Kecamatan
Nunukan Selatan yang menyatakan bahwa kesempatan yang
diberikan ada untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaiaman
wawancara yang dilakukan pada H. Beddu pada tanggal 22 april
2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Kalau kesempatan yang diberikan oleh aparatur ada yang

caranya langsung ketemu dengan aparatur yang

membidangi, namun belum ada sarana penyeluran aspirasi
masyarakat dengan lebih mudah, seperti kotak saran call
center dan lain-lain

Salah satu proses dalam suatu perencanaan pembangunan
adalah dengan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat yang
mana dalam pelaksanaan penrencanaan yang dibuat berdasarkan
kebutuhan, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil pengamatan usulan program
kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan begitu pula
hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dispertanak
H. Asmar, SE yang dilakukan pada tanggal 19 april 2016 dengan
hasil wawancara sebagai berikut :

Program kegiatan yang diusulkan atau yang akan dilakukan

belum sesuai dengan kebutuhan karena terbentur dengan

ketersediaan dana yang ada, dimana dalam pelaksanaannya
ada skala prioritas, karena tidak bisa terkafer semua dalam

1 tahun anggaran dan akan diusulkan pada priode

berikutnya.

Kalau menyangkut masalah program dan kegiatan yang

dilakukan oleh aparatur Dispertanak menurut informan dari
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masyarakat pengguna layanan yang berasal dan kelompok tani
di jalan Sei. Fatimah Desa Binusan Kecamatan Nunukan yang
menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sebagaimana wawancara yang dilakukan pada
Syafr pada tanggal 24 april 2016 dengan hasil wawancara sebagi
berikut :
Program kegiatan yang dilakukan tersebut belum sesuai,
karena usulan usulan yang kami usulkan terbatas dan tidak
terpenuhi semuanya dan kurang juga informasi yang kami
dapat dari petugas atau aparatur untuk mendapatkan
kebutuhan yang kami inginkan.
Dari segt responsifitas pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dapat dikatakan masih
kurang baik dalam melaksankan tugas dan fungsinya, sebagaimana
hasil wawancara yang dilakukan pada nara sumber yang berasal dari
Auditor Kepegawaian Pratama vyang bertugas di Inspektorat
Kabupaten Nunukan, Eko Prasetya Budi, SE, yang di wawancarai
pada tanggal 26 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :
Menurut pandangan saya responsifitas aparatur dalam
melaksanakan tugas harus baik, karena dengan respon yang
baik dapat membantu dalam melakukan kegiatan dan
menyelaraskan program dan kegiatan yang ada, dimana
Dispertanak saat ini menurut saya responsifitasnya masih
sedang karena belum semua kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi, perlu dimaksimalkan lag;.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

selalu mencari informasi baru dalam pelaksanaan pekerjaan,

hubungan kerja yang ada cukup baik dan tingkat daya tangkap dan
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dalam menyusun agenda pekerja serta menyaleasaikan pekerja sudah
cukup baik tetapi standar prosedur pelayanan sebagian besar dar
program kegiatan yang ada belum dibuat, hanya berdasarkan
kebiasaan saja dan program kegiatan yang ada saat ini belum sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kendala-kendala dalam meningkatkan Profesionalisme ASN
Sebagaimana yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa aparatur

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kurang profesional baik

dalam hal komptensi maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
yang mana hal tersebut disebabkan oleh kendala-kendala seperti :

a. Tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai
Sebagaimana hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada
informan dan internal yaitu Aparatur pada Dispertanak Kabupaten
Nunukan maupun informen dari lingkup narasumber dan lingkup
pengguna layanan pada Dispertanak yang memberikan informasi bahwa
aparatur pada Dispertanak tingkat pendidikan yang ada belum sesuai
yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan, keterampilan
dan sikap aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun
hal tersebut bukan faktor utama”.

b. Pendidikan dan pelatihan yang belum memadai
Pendidikan dan pelatihan juga pada dasarnya sangat mempengaruhi
pengetahuan, keterampilan serta sikap aparatur dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dimana
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di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jarang diberikan
pendidikan dan pelatthan untuk menambah pengetahuan dan
keterampilan serta untuk menunjang sikap aparatur yang lebih baik
dalam melaksanakan tugas karena anggaran pendidikan dan pelatihan
yang ada pada Dispertanak belum memadai untuk membiayai
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang hal tersebut, hal
tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara pada informan
internal maupun eksternal lingkup Dispertanak Kabupaten Nunukan.
Kurangnya pengawasan yang yang dilakukan
Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur juga
mempengaruhi  dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur,
sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada
informan yang ada seperti infoman .nara sumber yang berasal dari
akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Daerah H. Heru Wihartopo, S.PKP., M.Si, yang di wawancarai pada
tanggal 27 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :
Laksanakan aturan dalam rekrutmen tenaga, lakukan
pembinaan karier dengan memperhatikan kapasitas dan
kapabilitas aparatur yang bersangkutan, berikan kesempatan
kepada aparatur untuk menyampaikan kemampuan dan buah
fikiran nya dalam melaksanakan pekerjaan Lakukan pembinaan
secara berjenjang dalam melakukan pekerjaan Laksanakan
program diawali dengan rapat-rapat kerja dan pemaparan
program sejelas Susunlah rencana strategi pembangunan
dengan penyusunan program yang dibangun secara bersama
melibatkan seluruh aparatur yang ada di dinas masing-masing,

dan lakukan koordinasi yang intensif, berikan reword dan
punismen pada aparat sesuai dengan kinerjanya.
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d. Sarana dan prasarana yang ada cukup tetapi belum memadai
Sarana dan parasarana pada dasarnya juga menentukan bagi aparatur
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana sarana dan parasarana
yang ada pada Dispertanak masih belum memadai untuk aparatur dapat
bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, walaupun hal
tersebut bukan merupakan faktor utama, Sebagaimana hasil observasi
wawancara yang dilakukan sebagaimana informasi dari informan dan
nara sumber yang berasal dari akademi yang bertugas pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah H. Heru Wihartopo, S.PKP.,
M.Si, yang di wawancarai pada tanggal 27 apnl 2016 dengan hasil
wawancara sebagai berikut :
Sarana prasarana Dispertanak masih belum memenuhi standar
dinas/ SKPD yang lengkap, masih perlu ditingkatkan terus
umpamanya Prasarana dan Sarana bidang penyediaan benih
unggul bermutu befum ada, Prasarana dan Sarana Laboratorium
Pengendalian Hama / Penyakit belum ada, Prasarana
Laboratrorium Pengolahan hasil temak, hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultura belum ada, Pusat perbekalan
Pertanian dan pengembangan sarana prasarana peralatan
mekanisasi pertanian belum ada
e. Kurangnya motivasi yang berikan kepada aparatur
Selama ini kurangnya motivasi yang dilakukan pada aparatur untuk
bekerja dengan baik untuk dapat mewujudkan aparatur yang profesional,
Sebagaimana hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada
infoman nara sumber yang berasal darn akademi yang bertugas pada
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah H. Heru Wihartopo,

S.PKP., M.Si, yang di wawancarai pada tanggal 27 april 2016 dengan

hasil wawancara sebagai berikut :
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Laksanakan aturan dalam rekrutmen tenaga, lakukan
pembinaan karter dengan memperhatikan kapasitas dan
kapabilitas aparatur yang bersangkutan, berikan kesempatan
kepada aparatur untuk menyampatkan kemampuan dan buah
fikiran nya dalam melaksanakan pekerjaan Lakukan pembinaan
secara berjenjang dalam melakukan pekerjaan Laksanakan
program diawali dengan rapat-rapat kerja dan pemaparan
program sejelas Susunlah rencana strategi pembangunan
dengan penyusunan program yang dibangun secara bersama
melibatkan seluruh aparatur yang ada di dinas masing-masing,
dan lakukan koordinasi yang intensif, berikan reword dan
punismen pada aparat sesuai dengan kinerjanya.
3. Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan
Profesionalisme ASN
a. Tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai
Sebagaiamana hasil observasi dan wawancara serta apa yang
disampaikan pada kendala-kendala yang tersebut diatas menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan masih
belum sesuai dan kedisiplinan ilmu yang ada apabila dilihat dan struktur
organisasi dan juga tidak sesuai dengan disiplin 1lmu yang seharusnya,
perlu adanya penyesuaian tingkat pendidikan kesesuaian disiplin ilmu
sesual dengan tupoksi.
b. Pendidikan dan pelatihan
Pemberian pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pengetahuan,
keterampilan dan sikap aparatur tidak selalu dapat dilakukan, hal
tersebut berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa aparatur Dispertanak Kabupaten Nunukan perlu

diberikan pendidikan dan pelatihan baik itu pendidikan pelatihan formal
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maupun informal untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam
melaksankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja.
Kurangnya pengawasan yang yang dilakukan

Pengawasan juga seharusnya perlu lebih ditingkatkan karena hal tersebut
Juga dapat mempengaruhi aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana hasil observasi dan hasil wawancara yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan perlu ditingkatkan
pengawasan dari pimpinan organisasi, agar lebih profesional dalam
melaksankan tugas dan fungsinya untuk terciptanya good governance.
Sarana dan prasarana yang ada belum memadai

Sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa aparatur pada Dispertanak Kabupaten Nunukan
pada dasarnya sarana dan parasarana yang ada sudah cukup tetapi belum
memadai, dimana perlu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
dan mengadakan yang pada dasarnya mendesak atau sangat dibutuhkan.
Kurangnya motivasi

Motivasi kerja aparatur juga perlu ditingkatkan hal tersebut sesuai
dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa aparatur Dispertanak Kabupaten Nunukan perlu
diberikan motivasi yang tujuannya dapat meningkatkan kemauan
maupun kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
agar lebih optimal dan lebih dapat mengerahkan tenaga dan

kemampuannya untuk bekerja untuk meningkatkan kinerja.
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Pembahasan
1. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara merupakan kemampuan
sesorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu
organisasi yang dalam hal ini dinilai dari pengetahuan, keterampilan dan
stkap, dimana dalam sikap yang dinilai dari aspek kreatiftas, inovasi dan
responsifitasnya, dengan pembahasan sebagai berikut :
a. Profesionalisme aparatur sipil negara dari aspek pengetahuan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur sipil negara
yang ada pada Dispertanak sebagian besar telah memahami tentang
tupoksi dan sistem pembagian tugas yang ada sudah baik, tetapi bagi
pejabat struktural tingkat kompetensi yang ada belum sesuai hal
tersebut dilihat dani tingkat pendidikan, kedisiplinan ilmu belum sesuai
dengan tupoksi yang ada sesuai dengan struktur organiasasi,
pemahaman Aparatur tentang sarana dan prasarana yang ada cukup
baik, tetapi sarana dan parasarana yang ada masih belum memadai
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu
perlu adanya penyesuaian tingkat pendidikan dan kedisiplin ilmu serta
perlu adanya penambahan sarana dan parasarana dan memaksimalkan
yang sudah ada.

Tabel 4.2
Triangulasi Sumber Data Aspek Pengetahuan

-

No | Sumber Data
(Informan dan atau Hasil Penelitian Kesimpulan
Narasumber) ]

1 Kepala Dispertanak Tingkat pendidikan Aparatur sipil negara
(Ir. Jabbar, M.S1) aparatur belum sesuai ada Dispertanak
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tupoksi tingkat profesionalya

2 | Kabid. Produksi Kedisiplinan ilmu aparatur | masih rendah

Tanaman Pangan dan | yang ada belum sesuai

Hortikultura Subandi, | dengan tupoksi

A Md
3 Kabid, Peternakan (Ir. | Sarana dan prasarana yang

Desi Toding Datu, ada belum memadai

IMSi) B

Kesimpulan bahwa aparatur sipil negara Dispertanak tingkat profesional masih
rendah juga yang dilihat dan aspek Pengetahuan seperti daftar terlampir :

No | Data yang | Wawancara [ Observasi Dokumentasi TKesimpulan ]
diinginkan
1. |Struktur Tingkat Tingkat pendidikan [Fhoto hasil Aparatur
organisasi | profesional @aparatur belum wawancara sipil negara
pada nya masih  gesuai dan transkip pada
Dispertanak | rendah wawancara Dispertanak
terlampir tingkat
2. (Struktur Tingkat Kesesuaian Fhoto hasil profesional
organisasi | profesional kedisiplinan ilmu |jwawancara nya masth
pada nya masih  @paratur yang ada dan transkip rendah
Dispertanak | rendah belum sesuai wawancara
# terlampir
3. |Laporan Tingkat Belum Fhoto basil
barang profesional memadainya wawancara
Dispertanak | nya masih  sarana dan dan transkip
rendah rasarana yang ada [wawancara
F terlampir

b. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari aspek pengatahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur sipil negara

yang ada pada Dispertanak sebagian besar telah mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik, sebagian besar mampu menyusun program

kegiatan dengan baik, sebagian besar juga telah memahami tentang

tupoksi dan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik,

sistem pembagian tugas yang ada sudah baik, tetapi dalam hal tingkat

kompetensi keterampilan pejabat struktural yang ada masib minim,

dimana hal tersebut diakibatkan karena penugasan untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan jarang dilakukan dan tingkat pendidikan
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tidak sesuai serta dari disiplin ilmu juga masih belum sesuai, kalau

dalam hal pengambilan keputusan menunggu perintah pimpinan, selalu

mengulang kegiatan atau dengan kata lain kegiatan yang ada monoton

dari tahun sebelumnya, keterampilam yang ada pada aparatur belum

sesuai, hal

tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan dan

kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai, maka dari itu perlu adanya

penyesuaian tingkat pendidikan, kedisiplinan ilmu yang ada dan perlu

juga melihat tentang kebutuhan masyarakat agar tidak selalu

mengulang kegiatan (kegiatan monoton).

Tabel 4.3

Triangulasi Sumber Data Aspek Keterampiian

No

Sumber Data
(Informan dan atau
Narasumber)

Hasil Penelitian

Kesimpulan

Kabid. Produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura Subandi,
A.Md

Tingkat pendidikan dan
kedisiplina ilmu belum

sesuai dan berpengaruh
terhadap pengetahuan

2 | LSM Panjiku Aparatur yang ada cepat
(Mansur) puas dengan apa yang
telah dicapai selama ini
3 Inspektorat/auditor Kegiatan selalu monoton
kepegawaian (Eko tidak melihat kebutuhan
Pratetya Budi) masyarakat

R

Aparatur sipil negara
pada Dispertanak
tingkat profesionalya
masih rendah

Kesimpulan bahwa aparatur sipil negara Dispertanak tingkat profesional masih
rendah juga yang dilihat dari aspek Keterampilan seperti daftar terlampir :

No | Data yang | Wawancara Observasi Dokumentasi | Kesimpulan
N diinginkan
1. iStruktur Tingkat Tingkat pendidikan [Fhoto hasil Aparatur
organisasi | profesional dan kedisiplina wawancara sipil negara
Dispertanak | nya masih  filmu belum sesuai dan transkip pada
rendah wawancara Dispertanak
terlampir tingkat
2. |Laporan Tingkat Aparatur yang ada [Fhoto hasil profesional
hasil profesional epat puas dengan |(wawancara nya masih
kegiatan nya masih  @apa yang telah dan transkip rendah
L Dispertanak | rendah dicapai selama in1  jwawancara
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terlampir

Laporan
kegiatan
Dispertanak

Tingkat

nya masih
rendah

profesional

Kegiatan selalu
monoton tidak
melihat kebutuhan
masyarakat

Fhoto hasil
wawancara
dan transkip
wawancara
terlampir

c. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari Aspek Sikap

1) Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari konteks Kreativitas

Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur sipil negara

pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten

Nunukan kurang profesional dar aspek kreatifitas dimana hal

tersebut didasari darn hasil observasi dan hasil wawancara yang

dilakukan pada saat penelitian yang menunjukkan bahwa aparatur

Dispertanak dalam mencari dan mengusulkan ide baru jarang

sekali dilakukan, sebagian besar aparatur selalu menunggu perintah

pimpinan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dari beberapa

infoman seperti tabel triagulasi aspek kreatifitas bertkut ini :

Tabel 4.4

Triangulasi Sumber Data Aspek Kreatifitas

No]

Sumber Data
(Informan dan atau
Narasumber)

Hasil Penelitian

Kepala Dispertanak
(Ir. Jabbar, M.S1)

Kesimpulan

Mencari dan ;nengusu]kan
ide baru jarang dilakukan

Masyarakat pengguna
layanan (H. Beddu)

Sebagian besar aparatur
selalu menunggu perintah
dari pimpinan

Sekretaris
Dispertanak (Asmar,
SE)

Permasalah dapat
diselesaikan membutuhkan
waktu yang cukup lama

Aparatur sip1l negara
pada Dispertanak
tingkat profesionalya
masih rendah

Akademist H. Heru
Wihartopo, S.PKP,

| M.Si

Sarana dan parasarana
sudah cukup tetapt belum
memadal
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Kcsimpulan bahwa aparatur sipil negara Dispertanak tingkat profesional masih
rendah juga yang dilihat dari aspek Kreatifitas seperti daftar terlampir :

No | Data yang | Wawancara Observasi Dokumentasi | Kesimpulan
diinginkan
1. [Pengusulan | Tingkat Sangat Jarang Fhoto hasil Aparatur
Ide baru profesional mengusulkanide |jwawancara sipil negara
dalam nya masth  baru dalam dan transkip pada
melaksanak | rendah melaksanakan wawancara Dispertanak
an tugas tugas terlampir tingkat
2. [Kegiatan Tingkat Semua kegiatan Fhoto hasil profesional
yang ada profesional yang ada wawancara nya masih
pada nya masih menunggu fian transkip rendah
Dispertanak | rendah disposisi dari wawancara
pimpinan terlampir
3. |Datasurat | Tingkat ermasalah dapat  [Fhoto hasil
masuk pada | profesional diselesaikan wawancara
Dispertanak | nya masth  membutuhkan dan transkip
rendah waktu yang cukup wawancara
lama terlampir
4 Laporan Tingkat Sarana prasarana  [Fhoto hasil
barang profesional [yang ada cukup wawancara
Dispertanak { nya masih  tetapi belum dan transkip
rendah memadat wawancara
L terlampir

Menurut Siagian (2000) profesionalisme diukur dari segi

kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada

prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut,

konsep profesionalisme dalam dir1 aparat dilihat dar1 seg :

Kreatifitas (creativity) adalah kemampuan aparatur untuk
menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada
publik dengan melakukan inovasi. Dimana Hal ini perlu
diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat
kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja.
Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi
apabila terdapat iklim yang kondusif yang mampu
mendorong aparatur sipil negara untuk mencari ide baru dan
konsep baru serta menerapkannya secara inovatif (hal 163)
Begitu pula halnya menurut Menurut Akbar (2001}
Kreativitas merupakan :

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru,

berupa gagasan karya nyatabaik dalam cimi-ciri aptitude
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maupun non aptitude, baik dalam karya baru maupun dalam

kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang semua itu

relative berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya (hal

28)

Semiawan (2004) mengemukakan bahwa: Kreatifitas
merupakan kemampuan untuk membertkan gagasan-gagasan baru dan
menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreatifitas meliputi, baik
ciri-cir1 aptitude seeperti kelancaran, keluwesan, dan keaslian dalam
pemikiran, maupun ciri-ciri non aptitude seperti rasa ingin tahu,
senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman-
pengalaman baru (hal 28).

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari konteks Inovasi

Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam hal
inovasi tingkat profesionalnya masih rendah, dimana Inovasi sebagai
bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan
kreatifitas jajaran birokrast untuk menciptakan model kerja baru yang
bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat. Dimana di Dispertanak aparatur belum aktif
mencari dan melakukan cara baru serta metode baru dalam
melaksanakan tugas dan dengan rasa cepat puas dari sebagian besar
aparatur yang ada menandakan bahwa sebagian besar cara berfikir
aparatur tidak mengiginkan hasil yang lebih baik

Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dari beberapa

infoman seperti tabel triagulasi aspek inovasi berikut ini :
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Tabel 4.5
Tnangulasi Sumber Data Aspek Inovasi

No | Sumber Data
(Informan dan atau Hasil Penelitian Kesimpulan
Narasumber)

1 Kasubbag. Umum dan | Tidak selalu melakukan Aparatur sipil negara
Kepegawaian cara baru dalam pada Dispertanak
Dispertanak pelaksanaan tugas tingkat
(Sambiyo, SP) profesionalnya

2 Kepala Dispertanak masih rendah
(Ir. Jabbar, M.Si)

3 Sekretaris

Metode kerja baru tidak
selalu dapat dilakukan
Sebagian besar aparatur

Dispertanak (Asmar, | cepat puas dengan apa
SE) yang telah dicapai
4 | Akademis Tidak selalu melakukan
(Wihartopo, S.PKP, inovasi selalu mengulang
L M.S1) kegiatan yang lalu B

Kesimpulan bahwa aparatur sipil negara Dispertanak tingkat profesionalnya masih
rendah juga yang dilihat dani aspek Inovasi seperti daftar terlampir :

No | Data yang | Wawancara 1 Observasi Dokumentasi | Kesimpulan
diinginkan
1. |Cara baru Tingkat Tidak selalu Fhoto hasil Aparatur
dalam profesional melakukan cara wawancara dan | Dispertanak
melaksanka | nya masih  |baru dalam )transkip Tingkat
n tugas rendah melaksanakan wawancara profesional
tugas terlampir nya masth
2. [Metode Tingkat Metode kerja Fhoto hasil rendah
kerja yang | profesional tidak selalu dapat wawancara dan
ada pada nya masth  dilakukan transkip
Dispertanak | rendah wawancara
terlampir
3. Kepuasan Tingkat Sebagian besar  [Fhoto hasil
dalam profesional laparatur cepat vawancara dan
melaksanka | nya masith  puas dengan apa franskip
n tugas rendah yang telah awancara
b , dicapai ferlampir
4. Laporan Tingkat Selalu mengulang Fhoto hasil
hasil profesional kegiatan yang awancara dan
kegiatan nya masih  tahun ranskip
rendah sebelumnya awancara
L] erlampir
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Menurut Siagian (2000) profesionalisme diukur dan segi
kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada
prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut,
konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

Inovasi (innovasi), adalah perwujudannya berupa hasrat dan

tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara

baru, metode kepa baru, dalam pelaksanaan tugasnya.

Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah

rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai

(hal 163).

Siagian (2000:164) juga mengatakan bahwa “Inovasi
merupakan sebuah hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan
serta menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru
dalam pelaksanaan pekerjaan demi kepuasan kerja organisasi dan
kepuasan masyarakat”.

Inovasi menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan
melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan
pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik, hal tersebut diperkuat
oleh Ashkens dkk,1995 (Thoha, 1997:16) sebagai berikut : “Suatu
organisasi yang profesional dan modern berusaha untuk selalu
berorientasi kepada pelanggan (publik) dan berusaha mendorong dan
menghargai kreatifitas anggota”.

Dalam pandangan Osborne & Plastrik (1997:16) dijelaskan:
Bahwa untuk membangun dan melakukan tranformasi sistem
organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan

peningkatan dramatis dalam efektifitas, efisiensi, dan kemampuan

melakukan inovasi maka harus dicapai melalui : perubahan tujuan,
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sistem insentif, pertanggung-jawaban, struktur kekuasaan, dan budaya
sistem serta organisasi pemerintah.
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari konteks Responsifitas

Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam hal
tingkat responsifitas profesional masih rendah, dimana Responsifitas
merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan
menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, dan pengetahuan baru,
birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

Birokrasi harus merespon dengan cepat aspirasi dari
masyarakat dan memberikan pelayanan dengan prosedur yang
sederhana. Responsifitas sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam
mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan
tuntutan baru dari masyarakat.

Pentingnya mewujudkan apa yang telah direspon tersebut
kedalam program dan kegiatan pelayanan adalah merupakan bentuk
dari kewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap hal tersebut akan
berdampak kepada kekecewaan masyarakat yang pada gilirannya
mungkin berakibat kepada timbulnya “krisis kepercayaan™ kepada
pemerintah.

Darn apa yang disebutkan diatas di Dispertanak dari aspek
responsifitas tingkat profesionalnya masth rendah karena walaupun

dalam pelakasanaan tugas nya sudah sering melakukan pencanan ide
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baru, hubungan kerja dapat dikatakan baik dan tingkat daya tangkap
aparatur dalam menyusun agenda kegiatan sudah baik, tetapi ada
sebagian besar kegiatan yang ada belum menggunakan SOP (sistem
operasional prosedur) dan program kegiatan yang ada saat ini belum
sesual dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dari beberapa

infoman seperti tabel triagulasi aspek kreatifitas berikut ini :

Tabel 4.6
Triangulasi Sumber Data Aspek Responsifitas

No | Sumber Data

(Informan dan atau Hasil Penelitian Kesimpulan

Narasumber)
1 Kepala Dispertanak Dalam pelaksanaan kegitan Aparatur sipil

(Ir. Jabbar, M.Si) belum semua menggunakan negara pada

SOP Dispertanak

2 Akademis sarana atau wahana penyaluran | tingkat

M.Si)

(Wihartopo, S.PKP,

aspirasi yang konkrit seperti
kotak saran atau aduan, call
center dan lain-lain idak ada

3 Auditor Kepegawaian
Pratama (Eko
| Prasetya Budi, SE

L

Belum semua kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi,
perlu dimaksimalkan lagi

profesionalnya
masih rendah

J

Kesimpulan bahwa aparatur sipil negara Dispertanak tingkat profesionalnya masih
rendah juga yang dilihat dari aspek responsifitas seperti daftar terlampir:

No | Data yang | Wawancara Observasi (Dokumentasi Kesimpulan |
diinginkan
1. |\SOP Tingat Sebagian besar hoto hasil Aparatur sipil
profesional kegitan yang ada wawancara negara pada
nya masih  belum an transkip Dispertanak
rendah menggunakan awancara tingkat
SOP erlampir profesional
2. ;Sarana Tingat Belum ada sarana [Fhoto hasil nya masih
penyaluran | profesional latau wahana wawancara rendah
aspirasi nya masth  tempat dan transkip
masyarakat | rendah penyaluran wawancara
aspirasi terlampir
masyarakat
3. [Kegiatan Tingat Belum semua Fhoto hasil
| |pada profesional kebutuhan awancara |
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Dispertanak | nya masih  masyarakat dapat dan transkip
rendah terpenuhi wawancara
terlampir

Menurut Siagian (2000) profesionalisme diukur dari segi
kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada
prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut,
konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

Responsifitas (responsivity). Adalah kemampuan aparatur

dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru,

perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru,
birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal

dalam menjalankan tugas dan fungsinya (hal 163)

Sosok aparatur yang responsif menurut Siagian (2000:165),
bahwa responsifitas (responsivity) merupakan kemampuan aparatur
dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan
baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon
secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan aparatur
birokrasi yang handal dan profesional serta memiliki sikap
responsifitas dalam manjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan
oleh organisasi, sehingga kekecewaan masyarakat pada sistem kerja
aparatur birokrasi akan berkurang yang pada gilirannya akan berakibat
pada timbulnya rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah pada
umumnya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Dwiyanto (1995:7) bahwa

responsifitas berkaitan dengan kecocokan dan keselarasan antara

program dan Kkegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi
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masyarakat. Menurut Siagian (2000:165) yang dimaksud dengan
responsifitas  sebagai  bentuk  kemampuan  birokrasi  dalam
mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan
tuntutan baru dan masyarakat.

Demikian pula Menurut Solihin (2007) : daya tanggap
(responsiveness) Indikator Minimal Tersedianya layanan pengaduan
berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran,
dan kotak surat yang mudah diakses masyarakat. Adanya standar dan
prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. Sedangkan
Perangkat Pendukung Indikator adalah standar pelayanan minimal,
prosedur dan layanan pengaduan, hotline; fasilitas akses infomasi yang
bebas biaya.

Atas dasar pembahasan yang menyangkut masalah
profesionalisme  aparatur sipil negara dan aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap (kreatifitas, inovasi dan responsifitas) yang telah
disebutkan diatas bahwa aparatur yang ada tingkat profesionalnya masih
rendah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang dikarenakan masth
banyak aspek-aspek dari profesionalisme yang belum dipenuhi oleh
aparatur yang ada, dimana perlu adanya tindak lanjut yang harus dilakukan
oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pimpinan Dispertanak harus lebih
menekankan dan memperdayakan bawahan agar dapat lebih profesional
dalam melaksankan tugasnya dalam rangka meningkatkan profesionalime

aparatur agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
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Dari 3 (tiga) aspek yang disebutkan diatas Untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan
yang baik (Good Govennance) secara terus menerus. Upaya untuk
mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari
aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Profesionalisme  disini lebih menekankan kepada pengetahuan,
ketrampilan dan sikap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas
pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2
makna yakni : Pertama, Profesi aparatur dituntut untuk memilki
ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang
kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, Pengabdian yaitu sikap dan
tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan harus senantiasa
mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
Kendala-kendala yang mempengaruhi profesionalisme

Aparat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas nya untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, ternyata masth banyak terdapat
permasalahan atau kekurangan yang ditemukan, terutama dari faktor
kemampuan, aparatur Dispertanak dalam menyusun program kegiatan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang sebagian besar disebabkan

oleh beberapa kendala atau hambatan yang mempengaruhi yaitu :
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Tingkat pendidikan dan kedisplinan ilmu yang tidak sesuai

Tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai
sangat berpengaruh pada aparatur dalam berkreasi, dimana
kedisiplinan ilmu itu memaknai besar kecilnya kapasitas dan
kapabilitas aparatur yang ada yang tentunya aparatur yang memiliki
tingkat pendidikan lebih tinggi berbeda dengan dengan tingkat
pendidikan yang rendah terutama menyangkut kemampuan analisis
nya, begitu pula halnya dengan kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai.

Apalagi disaat ini kompetensi merupakan persyaratan mutlak
untuk menduduki suatu jabatan, apabila kedisiplinan ilmu tidak sesuai
dapat mempengaruhi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, maka dari itu dari hasil observasi perlu adanya penyesuaian
disiplin ilmu yang ada untuk hasil kegiatan yang lebih optimal.

Berdasarkan uraian struktur organisasi yang ada pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
seperti daftar berikut ini :

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural Pada Dispertanak tahun 2016

Pendidikan Persentase
No Esel | Pega . ]
on | wair (SLT|{ D3| SI | S !|Jm SL[D3 St | S2 | Iml
A | 121 |TA |
1. | 1 1 - - -1 | I |
2. IT1 5 - 1 2 25 |
3 v 13 - - 10 3113

IS

Jumlah 19 - | 12

i

L

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dar 19

(sembilan belas) pegawai yang menduduki jabatan struktural masih
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terdapat 1 pegawai (5,26 %) yang berpendidikan D.III. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa masih ada penempatan PNS yang
berpendidikan D.III yang ditempatkan pada jabatan eselon III pada
Jabatan struktural dibandingkan PNS yang berpendidikan sarjana strata
S2 atau stara S1.

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikan juga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Disiplin Ilmu Pegawai Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2016
No | Bidang Tugas Ideal Kondisi yang | Hasil yang
Ada dicapai
1. | Umum dan [ S1/llmu Si/Pertanian | Befum
Kepegawaian Administrasi Optimal
Negara, dan Ilmu
Pemerintahan
2. ;Seksi  Produksi | S1/Pertanian S1/Peternakan | Belum
Hortikultura dan Optimal
Bio Farmaka
3. | Seksi S1/Pertanian S1/Peternakan | Belum
Perlindungan Optimal
Tanaman ]
4. | Sekst Pembibitan | S1/Peternakan S1/Teknologt | Belum
& Budidaya Pertanian Optimal

Temak (STP)

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut dapat di ketahui bahwa pada
struktur organisasi dan tata kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan
dan kemampuan setiap pegawai. Penempatan PNS pada jabatan yang
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dapat berpengaruh pada
organisasi dan individu, yang akan mengakibatkan tidak

profesionalnya kinerja aparatur untuk bekerja pada suatu organisasi,
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hal ini disebabkan oleh proses rekruitmen pegawai baru seringkali
mengabaikan aspek meritokrasi dan kebutuhan organisasi.
. Kurangnya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara

Pada dasamya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara
berpengaruh terhadap kemauan aparat dalam melaksankan tugas.
Dimana semakin banyak pendidikan dan pelatihan yang diikuti maka
seseorang aparat mempunyai pengalaman dan kemampuan yang lebih
dalam melaksankan tugas dan hal itu juga akan lebih baik dan begitu
pula sebaliknya, karena Diklat pendidikan, baik itu pendidikan formal
maupun informal merupakan aset individu dan aset negara.

Di mana seiring dengan volume pekerjaan yang semakin
banyak dan meningkat dan membutuhkan kemampuan yang lebih baik
dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas fungsinya.
Dispertanak saat ini dirasakan kurang mampu untuk menjalankan
tugasnya yang semakin berat, di mana permasalah ini berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat
yang jumlah nya juga semakin meningkat, maka dari 1tu perlu
diimbangi dengan jalan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada
aparatur yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan yang bersifat teknis maupun non teknis dan cara
in besar manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
melaksankan tugas dan fungsinya dan juga akan lebih meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.
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Diyakini bahwa semakin sering aparatur mengikuti
pendidikan dan pelatihan, maka akan semakin mampu dan terampil
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlu dipahami bahwa
mengikuti berbagai kursus atau pelatihan sangat penting kegunaannya,
dimana diklat dan kursus tersebut dapat menunjang pelaksanaan
pekerjaan sebagai aparatur sipil negara secara baik dan profesional.
Kurangnya pengawasan

Pengawasan merupakan sutu fungsi mutlak yang harus
dilakukan atasan terhadap bawahannya, dimana dengan melakukan
pengawasan maka akan dapat diketahw bagaimana pelaksanaan tugas
yang dilakukan oleh aparatur dengan tujuan hasil yang akan dicapai
dapat maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari itu
pengawasan perlu ditingkatkan seperti : disiplin kerja, disiplin masuk
dan pulang kerja, penyelenggaraan rapat staff, prinsip pembagian tugas
sesual dengan struktur, membuat rencana kerja sesual dengan
kebutuhan serta wajib memeriksa laporan hasil pekerjaan untuk bahan
evaluasi untuk kegiatan yang akan datang, tentu saja dalam rangka
hasil yang lebih maksimal.

Sarana dan parasarana yang tersedia belum memadai

Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Nunukan dalam melaksankan tugas dan fungsinya yang
target kegiatannya adalah pelaksanakan kegiatan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya

fasilitas kerja yang memadai, disamping mengoptimalkan pemanfaatan
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sarana dan perasarana yang ada seperti hasil observasi dan hasil
wawancara yang dilakukan pada nara sumber yang berasal dari
akademi yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Daerah H. Heru Wihartopo, S.PKP., M.Si, yang di wawancarai pada
tanggal 27 april 2016 dengan hasil wawancara sebagai berikut :
Sarana prasarana Dispertanak masih belum memenuhi
standar dinas/ SKPD yang lengkap, masih perlu ditingkatkan
terus umpamanya Prasarana dan Sarana bidang penyediaan
benith unggul bermutu belum ada, Prasarana dan Sarana
Laboratorium Pengendalian Hama / Penyakit belum ada,
Prasarana Laboratrorium Pengolahan hasil temak, hasil
pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum ada, Pusat
perbekalan Pertanian dan pengembangan sarana prasarana
peralatan mekanisasi pertantan belum ada
Kurangnya motivasi
Motivasi merupakan penggerak dan pendorong bagi aparatur
untuk dapat melaksankan tugas dan fungsi nya secara masimal, dimana
dalam hal im untuk dapat meningkatkan produktivitas dan etos
kerjanya, dimana perlu ada cara untuk dapat menimbulkan motivasi
kerja bagi aparatur, dengan berupaya untuk meningkatkan motivasi
kerja pada aparatur yang tidak hanya dilakukan melalui gaji atau
penghasilan yang tinggi saja, masih banyak cara lain untuk dapat
meningkatkan motivasi kerja yang diantaranya memberikan
penghargaan baik penghargaan yang tertulis maupun yang tidak
tertulis.
Motivasi sangat penting dilakukan karena akan menambah

semangat kerja yang tinggi bagi aparatur pada organisasi yang dalam

hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
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Nunukan sehingga akan menimbulkan kemauan dan keyakinan dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun
daerah sangat tergantung pada kualitas aparat-aparatnya, sehingga
pembinaan aparatur merupakan suatu hal yang penting bahkan
menentukan, sehingga pembinaan aparatur akan menciptakan aparat sipil
negara yang menguasal ilmu pengetahuan, mempunyai kecakapan,
keterampilan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk
mencapat tujuan nasional.

Dalam hal ini pembinaan aparatur sipil negara harus selalu
ditinggkatkan dengan jalan pengembangan administrasi pemerintah yang
merujuk pada profesionalisme aparatur yang profesional, efektif, efesien
dan modern. Kualitas aparatur sipil negara sebagal pamong masyarakat
perlu ditingkatkan, terutama dalam wujud pelayanan kepada masyarakat
dan penyusunan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan
produksi dan produktivitas untuk kepentingan masyarakat luas.

Efektif atau tidaknya tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh
pembinaan, peraturan, pengurusan, pendayagunaan dan pengembangan
yang dilakukan oleh manajemen organisasi yang melaksanakan dalam
suatu organisasi yang mempunyai tanggungjawab langsung terhadap

pembinaan aparatur kerja di bawahnya.
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Upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang perlu dilakukan
oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
Nunukan sebagai berikut :

a. Perlu adanya pengusulan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk
dapat menyesuaikan tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu pada
aparatur yang ada dan yang akan ditempatkan pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, apalagi di saat
ini kompetensi merupakan persyaratan mutlak untuk menduduki suatu
jabatan, apabila tingkat pendidikan dan kedisiplinan ilmu tidak sesuai
dapat mempengaruhi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, maka dari itu perlunya ada penyesuaian pendidikan dan
kedisiplinan ilmu yang ada untuk hasil kegiatan yang lebih optimal.

b. Memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja aparatur, karena
apabila tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatur itu rendah
maka kemampuan bekerja secara profesional pun akan rendah pula,
apalagi yang kita ketahui bahwa diklat pendidikan, baik itu pendidikan
formal maupun informal merupakan aset individu dan aset negara.

c. Pengawasan oleh pimpinan organisasi perlu ditingkatkan dalam
pelaksanaannya, dimana pengawasan merupakan salah satu fungsi
manajemen, karena pengawasan akan memberikan hasil yang
diharapkan dalam suatu organisasi, setiap organisasi harus
menjalankan pengawasan dengan baik dan seimbang agar terlaksana

dengan baik pula tujuan organisasi tersebut, dimana pimpinan
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mengawasi jalannya pelaksanaan yang dibebankan kepada aparatur

yang ada, adapun upaya yang harus ditempuh adalah :

1) Meningkatkan disiplin waktu
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin waktu kerja yang perlu
ditingkatkan atau dikontrol pelaksanaan yang dibebankan pada
aparatur yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut dengan
sistem pendataan absensi baik sistem apel, masuk pagi dan pulang
kerja

2) Meningkatkan disiplin kerja
Dimana kedisiplinan merupakan komponen yang mutlak harus
dimiliki oleh seseorang aparatur sipil negara, jika aparatur telah
memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi, setiap tugas yang
diberikan  kepadanya akan dilaksankan dengan penuh
tanggungjawab, dengan adanya tanggungjawab terhadap tugas
yang diberikan maka hasil dari suatu pekerjaan akan dicapal
dengan maksimal.

3) Menyelenggarakan rapat staff
Melakukan rapat secara rutin/insidentil atau pertemuan dalam
rangka mengawasi dan mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsi yang ada dan dilakukan oleh aparatur yang ada di
Dispertanak, minimal 1 bulan sekali

4) Prinsip pembagian tugas
Dengan prinsip ini, setiap aparatur memiliki tugas dan fungsi dan

wewenang tanggungjawab masing masing sesuai dengan struktur
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organisasi yang ada, Dimana kedisiplinan merupakan komponen
yang mutlak harus dimiliki oleh seseorang aparatur sipil negara,
jika aparatur telah memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi, setiap
tugas yang diberikan kepadanya akan dilaksankan dengan penuh
tanggungjawab, dengan adanya tanggungjawab terhadap tugas
yang diberikan maka hasil dari suatu pekerjaan akan dicapai
dengan maksimal.

5) Membuat renacana kerja
Setiap kegiatan akan berhasil dengan baik, jika dilakukan melalut
perencanaan yang matang, jadi renacana pelaksanaan kegiatan
yang ada perlu di susun dengan baik, agar setiap perencanaan dan
akan berhasil sesuai dengan apa yang telah di rencanakan
sebelumnya.

6) Memeriksa laporan hasil pekerjaan
Pekerjaan yang menjadi tugas aparatur seharusnya dilakukan
pemeriksaan laporan yang bertujuan untuk mengetahui hasil kerja
yang telah dilakukan oleh aparatur dan hal tersebut juga dapat
dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan yang sama pada priode
berikutnya.

d. Penyediaan fasilitas sangat penting untuk mendukung palaksanaan
kegiatan dan pekerjaan, dengan tersedianya fasilitas secara memadai
akan memudahkan dalam bekerja, dimana fasilitas yang memadai
merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dan kelancaran
dalam melaksankan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara secara

profesional
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e. Perlu adanya motivasi untuk menumbuhkembangkan profesionalisme
aparatur dalam bekerja, karena Motivasi sangat penting dilakukan
karena akan menambah semangat kerja yang tinggi bagi aparatur yang
bukan hanya dilakukan melalui gaji atau penghasilan yang tinggi saja,
masih banyak cara lain untuk dapat meningkatkan motivasi kerja yang
diantaranya memberikan penghargaan baik penghargaan yang tertulis

maupun yang tidak tertulis.
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BABYV
Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraian sebelumnya terutama dari
Hasil Penelitian dan Pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan
tujuan penulisan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa aparatur
pada Dispertanak tingkat profesionalnya masih rendah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara baik dari aspek
pengetahuan, keterampilan serta sikap, di mana sikap yang dimaksud adalah
kreatifitas, inovasi dan responsifitas sebagaimana tersebut dibawah ini
1. Profesionalisme aparatur sipil Negara dari aspek Pengetetahuan,

Keterampilan dan Sikap

a. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dari aspek Pengetahuan apabila
dithat dari struktur organisasi yang ada pada Dispertanak Kabupaten
Nunukan, masih ada aparatur yang menduduki suatu jabatan yang tidak
sesuai dengan kompetensinya seperti tingkat pendidikan dan
kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut
diyakim akan mempengaruhi aparatur dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.

b. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada aspek keterampilan dapat
dikatakan masih rendah, karena tingkat pendidikan dan kedisiplinan
ilmu yang tidak sesuai dengan kompetensi dan penugasan untuk
mengikut pendidikan dan pelatihan sangat jarang dilakukan karena
terbentur dengan ketersediaan anggaran yang tidak memadai, hal

tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang selalu mengulang
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kegiatan ditahun sebelumnya atau dengan kata lain kegiatan monoton

yang tidak melihat kebutuhan masyarakat yang seharusnya ada

kebutuhan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran yang ada.

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Aspek Sikap (Kreatifitas,

inovasi dan responsifitas) sepert1 tersebut dibawah ini :

1) Profesionalisme apartur sipil negara dari aspek kreatifitasnya
masih rendah, hal tersebut dilihat dari iklim kerja yang ada sudah
cukup baik, sarana dan prasarana juga cukup mendukung, dapat
mengatasi segala permasalahan yang ada dan percaya din tinggi
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi mencari dan
mengusulkan ide baru tidak sering dilakukan, dimana mencari dan
mengusulkan ide baru itu penting untuk dilakukaan untuk
mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan
mempertimbangkan batas-batas koridor yang ada (sesuai dengan
ketentuan berlaku dan tupoksinya, serta posisinya) untuk dapat
bekerja lebih baik dan lebih profesional.

2) Profesionalisme aparatur sipil negara dari aspek inovasi nya masth
rendah, hal tersebut dilihat dari pimpinan yang ada aktif untuk
memberikan peluang kepada bawahan dalam mengajukan 1de dan
pendapat, aparatur yang ada sudah dapat di maksimalkan untuk
mengelola administrasi dengan baik karena sebagian besar sudah
dapat mengoperasikan komputer, tetapi aparatur yang ada dalam

melakukan cara baru dan metode baru dalam melaksanakan tugas
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Jarang sekali dilakukan dan sebagian besar aparatur cepat puas
dengan apa yang telah dicapali, hal ini perlu menjadi perhatian bagi
para aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk lebih professional
dalam bekerja dan dengan meperhatikan batas-batas koridor yang
ada (sesuai dengan ketentuan berlaku dan tupoksinya, serta
posisinya) dalam struktur organisasi
3) Profesionalisme aparatur negara dari aspek responsifitasnya nya
masih rendah karena selalu mencari informasi baru dalam
pelaksanaan pekerjaan, hubungan kerja yang ada cukup baik,
tingkat daya tangkap dan dalam menyusun agenda pekerja serta
menyalesaikan pekerja sudah cukup baik tetap1 standar prosedur
pelayanan sebagian besar dari program kegiatan yang ada belum
dibuat, belum ada sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang
berbentuk kotak saran, call center dan lainnya dan pelayanan yang
ada tidak ada alur yang ditempel yang hanya berdasarkan
kebiasaan saja dan program kegiatan yang ada saat ini belum
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kendala-kendala dalam meningkatkan Profesionalisme aparatur sipil
negara adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pendidikan dan Kedisiplinan ilmu yang tidak sesuai yang tentu
saja sangat berpengaruh pada aparatur dalam berkreasi, di mana tingkat
pendidikan dan kedisiplinan 1lmu itu memaknai besar kecilnya
kapasitas dan kapabilitas aparatur, dimana tingkat pendidikan lebih

tinggi berbeda dengan tingkat pendidikan yang rendah terutama
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menyangkut kemampuan analisis nya dan kedisiplinan ilmu juga sangat
berpengaruh.

. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan pada aparatur
sipil negara di Dispertanak. Di mana semakin sering aparatur mengikuti
pendidikan dan pelatihan maka kemampuan dalam melaksankan tugas
juga akan lebih baik dan begitu pula sebaliknya, karena Diklat
pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal merupakan
aset individu dan aset negara

. Kurangnya pengawasan, dimana Pengawasan merupakan sutu fungsi
mutlak yang harus dilakukan atasan terhadap bawahannya, karena
dengan melakukan pengawasan maka akan dapat diketahui bagaimana
tingkat : disiplin kerja, disiplin masuk dan pulang kerja,
penyelenggaraan rapat staff, prinsip pembagian tugas sesuai dengan
struktur, membuat rencana kerja sesuai dengan kebutuhan serta wajib
memeriksa laporan hasil pekerjaan untuk bahan evaluasi untuk kegiatan
yang akan datang, tentu saja dalam rangka hasil yang lebih optimal.

. Sarana dan prasarana yang ada sudah cukup tetapi belum memadai
dimana Dispertanak dalam melaksankan tugas dan fungsinya yang
target kegiatannya adalah pelaksanakan kegiatan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya
fasilitas kerja yang memadai, disamping mengoptimalkan pemanfaatan
sarana dan perasarana yang ada.

. Kurangnya motivasi, dimana motivasi merupakan penggerak dan

pendorong bagi aparatur untuk dapat melaksankan tugas dan fungsi nya
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secara masimal, dimana untuk dapat meningkatkan produktivitas dan
etos kerjanya perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi kerja
pada aparatur yang tidak hanya dilakukan melalui gaji atau penghasilan
yang tinggl saja. Karena efektif atau tidaknya tenaga kerja sangat
dipengaruhi oleh pembinaan, peraturan, pengurusan, pendayagunaan
dan pengembangan yang dilakukan oleh manajemen organisast.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan

Profesionalisme aparatur sipil negara pada Dispertanak sebagai berikut .

a. Tingkat pendidikan dan disiplin ilmu perlu disesuaikan untuk dapat
lebih meningkatkan kinerja dalam melaksankan tugas dan fungsi
aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

b. Perlunya memberikan peluang kepada semua aparatur yang ada untuk
dapat meningkatkan kemampuan nya dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan, baik itu pendidikan formal maupun informal

c. Perlu ditingkatkan pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada
bawahan untuk lebih memaksimalkan hasil pekerjaan sesuai visi misi
yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya.

d. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana yang ada yang dianggap
sangat mendesak dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

e. Perlu ditingkatkan motivasi aparatur dalam melaksanakan tupoksi dan
lebih mengerahkan kemampuan dan kemauannya dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya untuk hasil pekerjaan dan kegiatan yang lebih baik

dan lebih professional.
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B. Saran
Profesionalisme aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan perlu ditingkatkan dalam
melaksankan tugas dan fungsinya agar dapat lebih kreatif, dapat menciptakan
inovasi-inovasi baru dan respon dengan cepat aspirasi dari masyarakat dan apa
kebutuhan masyarakat, karena aparatur sipil negara dituntut untuk dapat
melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan output
yang sesual dengan tujuan organisasi dan dapat mewujudkan proses
pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal yang
perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan antara lain :

1. Tingkat pendidikan dan Kedisiplinan ilmu perlu disesuaikan, dimana perlu
adanya pengusulan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD
Kabupaten karena sangat berpengaruh pada aparatur dalam berkreasi.
Aparatur yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi berbeda dengan
dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kedisiplinan ilmu juga
mempengaruhi, terutama menyangkut kemampuan analisisnya.

2. Perlu memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
agar lebih profesional dalam bekerja karena semakin banyak pendidikan dan
pelatihan yang ditkuti oleh seorang aparat maka semakin banyak
pengalaman dan kemampuannya pun akan bertambah dan akan lebih baik
pula dalam melaksanakan tugasnya. karena Diklat pendidikan dan pelatihan,
baik itu pendidikan formal maupun informal merupakan aset individu dan

aset negara.
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3. Perlu dimaksimalkan pelaksanaan pengawasan karena merupakan suatu
fungsi mutlak yang harus dilakukan atasan terhadap bawahannya, maka dari
perlu ditingkatkan seperti : disiplin kerja, disiplin masuk dan pulang kerja,
penyelenggaraan rapat staff, prinsip pembagian tugas sesuai dengan struktur,
membuat rencana kerja sesuai dengan kebutuhan serta wajib memeriksa
laporan hasil pekerjaan untuk bahan evaluasi.

4. Aparatur Dispertanak Kabupaten Nunukan dalam melaksankan tugas dan
fungsinya yang target kegiatannya adalah pelaksanakan kegiatan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dengan
tersedianya fasilitas kerja yang memadai, disamping mengoptimalkan
pemanfaatan sarana dan perasarana yang ada.

5. Perlu ditingkatkan motivasi untuk menunbuhkembangkan profesionalisme
aparatur dalam bekerja, karena Motivasi sangat penting dilakukan untuk
menambah semangat kerja yang tinggi bagi aparatur yang bukan hanya
dilakukan melalui gaji atau penghasilan yang tinggi saja, masth banyak cara
lain untuk dapat meningkatkan motivasi kerja yang diantaranya memberikan

penghargaan baik penghargaan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
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Pedoman Wawancara Lingkup Internal Dipertanak

Pekerjaan/Jabatan
Instansi/Lembaga

Diwawancarai tanggal

B. Daftar Pertanyaan

No

Aspek

Pertanyaan

1 | Pengetahuan

. Bagaimanakah kesesuaian tingkat pendidikan ASN pada Dispertanak

. Bagaimanakah kesesuatan disiplin ilmu ASN terhadap tugas pokok dan

fungsinya

. Bagaimanakah pemahaman ASN terhadap sarana dan prasarana

. Bagaimanakah pemahaman ASN tentang uraian tupoksi pada

Dispertanak

. Bagaimanakah system pembagian tugas ASN pada Dispertanak

2 | Keterampilan

a. Bagaimanakah kemampuan aparatu sipil negara dalam melaksanakan

tupoksi

. Bagaimanakah kemampﬁ?ajrfASN dalam menyusun program dan

kegiatan

. Bagaimanakah kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan

tupoksi

. Bagaimanakah k_érmamp-aan ASN dalam pemanfaatan sarana dan

prasarana yang ada

. Apakah keterampilan yang dimiliki yang diperoleh dan pendidikan dan

pelatihan mampu diterapkan oleh ASN

3 | Sikap

a. Kreatifitas

1) Apakah aparatur dispertanak selalu mencari dan mengusulkan ide baru

dalam melaksanakan tupoksi

2) Apakah iklim tempat kerja berpengaruh untuk melakukan kreatifitas &

3) ‘Untuk berkreatifitas perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai

bagaimana iklim termpat kerja anda saat ini

dan bagaimana sarana dan prasarana yang ada saat 1n1?

4) Apakah aparatur Dispertanak dapat mengatasi berbagai kesulitan atau

5) Apakah aparatur Dispertanak dalam berkreast takut gagal atau percaya

permasalahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tupoksi?

dirinya tingg! tentang apa yang akan dilakukan?

b. Inovasi

1) Apakah aparatur selalu melakukan cara baru dalam melaksanakan ]

|2) Apakah aparatur selalu menggunakan metode kerja baru dalam

_tugas?

melaksanakan tugas dan fungsinya?

3) Dengan kemajuan teknologi yang ada saat sekarang ini apakah ada

aparatur yang belum memahami tentang cara mengoprasikan
komputer?

4) Apakah aparatur selalu merasa puas dengan apa yang telah dicapai

selama 1n?

5) Apakah ada kesempatan yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk

menyampai kan 1de atau gagasan baru dalam melaksanakan tugas?

c. Responsifitas

1) Apakah aparatur selalu mencan informasi tentang perkembangan baru

dalam melaksanakan tugas?

2) Bagaimana hubungan kerja dan tingkat pelaksanaan koordinasi dengan
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aparatur lain yang berasal dari internal dan eksternal dan organisi
perangkat lain?

3) Bagaimana tingkat daya tangkap aparatur dalam menyusun agenda
pekerjaan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan
dengan penanganan keluhan masyarakat

4) Apakah dalam pelaksanaan pelayanan aparatur Dispertanak
menggunakan SOP

5) Apakah program kegiatan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan
yang ada?

4 | Faktor-faktor a. Apakah kualifikasi akademik dapat menunjang kreatifitas, inovast dan
Penujang responsifitas aparatur?
b. Adakah faktor lain yang dapat menunjang kreatifitas, inovasi dan
responsifitas aparatur
5. | Faktor-faktor Apakah faktor-faktor penghambat dalam melakukan kreatifitas, inovasi
Penghambat dan responsifitas aparatur?
6 | Upaya Apakah upaya yang perlu dilakukan untuk menumbuh kembangkan

profestoanalisme aparatur dilihat dari kreatifitas, inovasi dan responsifitas |

Pedoman Wawancara Lingkup Eksternal Nara Sumber

A. Identitas Responden
Nama
Pekerjaan/Jabatan
Instansi/Lembaga
Diwawancarai tanggal
B. Daftar Pertanyaan
No Aspek Pertanyaan
1 | Pengetahuan a. Bagaimanakah kesesuaian tingkat pendidikan ASN di Dispertanak
b. Bagaimanakah kesesuaian disiplin ilmu aparatur sipil negara terhadap
N R __tugas pokok dan fungsinya
c. Bagaimanakah pemahaman aparatur sipil negara terhadap sarana dan
prasarana
d. Bagaimanakah pemahaman ASN tentang uraian tupoksi
e. Bagaimanakah system pembagian tugas aparatur sipil negara pada
Dispertanak
2 | Keterampilan a. Bagaimanakah kemampuan aparatu sipil negara dalam melaksanakan
tupokst
b. Bagaimanakah kemampuan ASN dalam menyusun program dan
kegiatan
c. Bagaimanakah kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan
tupoksi
d. Bagaimanakah kemampuan ASN dalam pemanfaatan sarana dan
4+ | _prasaranayangada
e. Apakah keterampilan yang dimiliki yang diperoleh dart pendidikan
dan pelatihan mampu diterapkan oleh ASN
| 3 | Sikap
a. Kreatifitas 1) Menurut bapak/ibu apakah aparatur Dispertanak kreatif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya?
2) Menurut bapak/ibu apakah iklim tempat kerja berpengaruh untuk
melakukan kreatifitas aparatur
| 3) Menurut bapak/ibu apakah sarana dan prasarana pada Dispetanak
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memadai untuk melakukan kreatifitas

4) Menurut bapak/ibu apakah kualifikasi akademik dapat mempengaruhi
kreatifitas aparatur

b. Inovasi

1) Menurut bapak/ibu apakah aparatur Dispertanak inovatif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya?

2) Menurut bapak/ibu apakah pimpinan pada Dispertanak mnovatif dim
memperdayakan bawahan dalam melaksanakan tupokst?

3) Menurut bapak/ibu apakah kualifikasi akademik dapat mempengaruhi
inovasi apartur?

c. Responsifitas

1) Menurut bapak/ibu apakah aparatur Dispertanak responsif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya?

2) Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat koordmasi aparatur Dispertanak
dengan nstans: bapak/ibu saat ini

3) Menurut bapak/ibu bagaimanakah tingkat pelayanan aparatur
Dispertanak kepada masyarakat

4) Menurut bapak/ibu apakah kualifikasi akademik dapat mempengaruhi
responsifitas aparatur

4 | Faktor-faktor
Yang
mempengaruhi
profesionalisme
aparatur

a. Menurut bapak/ibu Apakah
- Kedisiplinan ilmu baik disiplin kenja
- Orientasi dan pemahaman visi-misi
- Wewenang tanggung jawab
- Gaya kepemimpinan serta
- penghargaan setelah melaksankan tugas

b. Menurut bapak/ibu adakah faktor lain yang menyebabkan aparatur
tidak profesional dilihat dari keratifitas, inovasi dan responsifitas

5. | Upaya-upaya

Menurut bapak/ibu, apakah upaya yang perfu dilakukan untuk menumbuh
kembangkan profesionalisme aparatur

Pedoman Wawancara Lingkup Eksternal Masyarakat Pengguna LLayanan

A. Identitas Responden
Nama
Pekerjaan/Jabatan

Diwawancarai tanggal

B. Daftar Pertanyaan

No Aspek ! Pertanyaan
1 | Kreatifitas ( a. Menurut bapak/ibu apakah Aparatur Dispertanak dalam bekerja selalu
| kreatif menyampaikan sesuatu yang baru dalam melaksanakan tugas?
R 1‘ b. Apakah aparatur dispertanak ‘dapat mengatasi berbagai kesulitan atau
permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2 | Inovasi i a. Menurut bapak apakah aparatur Dispertanak selalu menggunakan cara-cara

baru yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

Apakah aparatuf Dispertanak berani men<70unakan cara baru dalam
melaksanakan tupoksinya?

3 | Responsifitas

a. Menurut bapak/ibu, apakah aparatur Dispertanak dalam memberikan

pelayanan sudah baik atau berbeht-belit?

Apakah ada kesempatan yang diberikan untuk meyampaikan saran atas
pelayanan yang diberikan?

i C.

Apakah program kegiatan yang dilakukan oleh aparatur sudah sesuai T

dengan kebutuhan masyarakat?

4 Harapan
masyarakat

' Menurut bapak/nbu bagaimanakah seharusnya aparaiur 51pll negara pada
. Dispertanak dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara?

-3-
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PEDOMAN REVIEW DOKUMEN

nt

review dokumen merupakan

sarana pembantu dalam

pengumpulan data atau informasi atau metode pelengka dalam penelitian ini, dengan cara
membaca dokumen-dokumen, pengumuman, pemyataan tertulis, kebijkan tertentu dan
bahan-bahan tulisan lainnya, dimana dengan mempelajari dokumen-dokumen dapat
mengenal budaya dan nilai-mlai yang dianut oleh objek vyang diteliti. Dalam
pengumpulan data perlu didukung pula dengan dokumentasi dengan fhoto dan dokumen
n1 berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul dengan pedoman review dokumen
sepert1 daftar tersebut dibawah ini :

sesual dengan perda

No Informasi yang Deskripsi hasil dokumentasi
dibutuhkan
1 Data singkat Deskripsi | - Dapat memberikan latar belakang vyang lebih luas
Kabupaten Nunukan mengenai pokok penelitian
Tahun 2015 - Sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai
kebalikan dan pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindan pemaknaan yang salah tentang uraian
singkat Wilayah Kabupaten Nunukan
- Membertkan informass bagi proses penelitian
2 Data singkat mengenai | - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
vist misi Dispertanak mengenai pokok penelitian
Kabupaten Nunukan - Sebagar sumber tertulis bag informasi tentang visi-misi
untuk orientasi kerja dan pemahaman dalam bekerja
sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang visi-
misi
n - Memberikan informasi bagi proses penelitian
3 Data mengenai - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
kelembagaan mengenal pokok penelitian
Dispertanak - Sebagar sumber tertulis bagi informasi tentang data
Kabupaten Nunukan kelembagaan sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindan pemaknaan yang salah tentang Data
kelembagaan
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
4 Data mengenai - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
struktur organisasi mengenal pokok penelitian
Dispertanak - Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang struktur
Kabupaten Nunukan organisasi sebagai kebalikan dar: pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang
struktur organisasi
| - Memberikan informasi bagi proses penelitian ]
5 Data Mengenai uraian | - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
tugas dan fungsi mengenat pokok penelitian
jabatan pada - Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang
Dispertanak pendelegasian wewenang dan pembagian tugas, sebagal
Kabupaten Nunukan kebalikan dari pada kesaksian lisan.

Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang uraian
tugas dan fungsi
Memberikan informasi bagi proses penelitian
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6 Data Analists Jabatan | - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
(Anjab) Dispertanak mengenal pokok penelitian
Kabupaten Nunukan - Sebagar sumber tertulis bagi informasi tentang struktur
jabatan yang ada sebagai kebalikan dari pada kesaksian
lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang
struktur jabatan yang ada
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
7 Data Analisis Beban - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
Kena (ABK) mengenai pokok penelitian
Dispertanak - Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang volume
Kabupaten Nunukan beban kerja sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang
volume kerja yang ada
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
8 Data mengenai Daftar | - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
Urut Kepangkatan mengenal pokok penelitian
Dispertanak - Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang daftar urut
Kabupaten Nunukan kepangkatan sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang daftar
urut kepangkatan yang ada
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
9 Data Agenda dan - Dapat memberikan latar belakang yang lebith luas
Disposist Surat mengenai pokok penelitian
- Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang SOP yang
ada sebagai kebalikan dan pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang SOP
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
10 | Data mengenai jenis - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
fasilitas publik yang mengenai pokok penelitian
disediakan oleh - Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang fasilitas
Pemerintah Daerah publik yang ada
Kabupaten Nunukan - Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang
Fasilitas publik
- Memberikan informasi bagi proses penelitian
11 | Data absensi. - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas
mengenai pokok penelitian
- Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang
kedisiplinan kerja dan tingkat kehadiran sebagai
kebalikan dari pada kesaksian lisan.
- Untuk menghindari pemaknaan yang salah tentang daftar
kehadiran (absensi)
- Memberikan informas: bagi proses penelitian
12 | Data SKP (Sistem - Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas

Penilaian Kinena)

e L

mengenar pokok penelitian
Sebagai sumber tertulis bagi informasi tentang penilaian
kinerja dan perilaku sebagai kebalikan dan pada
kesaksian hsan.

Untuk menghindart pemaknaan yang salah tentang
penilaian kinerja dan perilaku

Memberikan informasi bagi proses penelitian
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PEDOMAN OBSERVASI

Dalam penelitian 11 Observasi (pengamatan lapangan)Yaitu dilakukan penulis secara
langsung di lokasi penelitian yang sifatnya lebih mendalam untuk menunjang wawancara
sebagai metode utama dan metode dokumentasi sebagai metode pendukung untuk
mengontrol/memerniksa dilapangan, seberapa jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan
fakta yang ada dilapangan sepert1 daftar tersebut dibawah ini :

No Informasi yang Deskripsi hasil observasi
dibutuhkan
1 Untuk mengamati - Dapat melihat langsung situasi dan gejala-gejala
situasi dan gejala-gejala tentang aktivitas aparatur
tentang aktivitas - Dapat digunakan untuk mengetes keyakinan dan
aparatur. kebenaran dan menghapus keraguan tentang aktivitas
aparatur.
- Dapat memaham tingkah laku yang kompleks dan
situasi yang rumit
- Memperoleh gambaran berbagai tingkah laku dalam
waktu yang bersamaan.
2 Untuk mengamati - Dapat melihat langsung Sarana dan prasarana yang
sarana dan prasarana ada
yang ada untuk - Dapat digunakan untuk mengetes keyakinan dan
menunjang, pelaksanaan kebenaran dan menghapus keraguan tentang sarana
pekerjaan/kegiatan. dan prasarana yang ada
- Dapat memaharm seberapa besar pengaruh sarana dan
prasarana dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan
- Memperoleh gambaran tentang sarana dan prasarana
dalam waktu yang bersamaan.
3 Untuk mengamati - Dapat melihat langsung sistem buadaya kerja yang

sistem budaya kerja
dalam pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan.

ada.

- Dapat digunakan untuk mengetes keyakinan dan
kebenaran dan menghapus keraguan

- Dapat memahami budaya kerja yang ada.

- Memperoleh gambaran berbagai budaya kepa yang
ada dalam waktu yang bersamaan.
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